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Yasinta Dinda Asmarani Putri, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum, 
Universitas Brawijaya, April 2019, IMPLIKASI YURIDIS PENGGUNAAN QR 
CODE DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN OLEH BANK DENGAN 
MENGGUNAKAN KANAL PEMBAYARAN YANG TERHUBUNG DENGAN 
SWITCHING ASING (Studi Kasus tentang Integrasi YourAllPayment Bank BNI 
dengan Liquidpay Singapore), Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H., Diah Pawestri 
Maharani, S.H., M.H. 
Perkembangan teknologi mengakibatkan munculnya berbagai inovasi 
dalam bidang pembayaran salah satunya yaitu uang elektronik berbasis QR Code. 
Penggunaan uang elektronik berbasis QRCode telah diatur dalam Pasal 39 ayat (1) 
PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, bahwabagi uang elektronik 
yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia hanya dapat ditransaksikan di 
Indonesia dengan menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan GPN. 
Berdasarkan Pasal tersebut terdapat kata hanya dapat yang berarti tidak dapat 
digantikan. Artinya ketentuan tersebut bersifat memaksa dan wajib dilaksanakan 
oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran asing. Apabila ketentuan yang 
bersifat memaksa tidak terpenuhi maka seharusnya akan menimbulkan sanksi 
hukum. Namun, terkait dengan pemberian sanksi hukum atas pelanggaran Pasal 
39 ayat (1) belum diatur dalam PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang 
Elektronik. 
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan hukum 
yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah apa implikasi yuridis penggunaan 
QR Code dalam transaksi pembayaran oleh Bank dengan menggunakan kanal 
pembayaran yang terhubung dengan switching asing?. 
Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian hukum normatif ini 
menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan 
analisis, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang berhubungan dengan 
masalah yang diteliti diperoleh melalui studi kepustakaan dan internet. Bahan-
bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisa 
interprestasi gramatikal dan interprestasi sistematis sehingga dapat disajikan 
dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab isu hukum yang telah 
dirumuskan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: implikasi yuridis penggunaan uang 
elektronik berbasis QRCode dengan menggunakan kanal pembayaran yang 
terhubung dengan switching asing terhadap syarat sahnya perjanjian berdasarkan 
Pasal 1320 KUH Perdata tidak memenuhi syarat objektif yaitu kausa yang halal. 
Sehingga pada perjanjian tersebut berakibat batal demi hukum atau perjanjian 
tersebut tidak dilindungi oleh hukum. Sehingga bagi uang elektronik asing yang 
ditransaksikan di Indonesia dengan tidak terhubung GPN apabila terjadi suatu hal 
yang dapat merugikan para pihak menjadi tidak memiliki kekuatan hukum. Bagi 
pihak asing yang melakukan kerjasama dengan Bank dalam negeri dengan tidak 
terhubung GPN dikenai sanksi administratif berdasarkan Pasal 42 PBI Nomor 
19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) berupa: 
a. Teguran tertulis 
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Universitas Brawijaya, April 2019, IMPLIKASI YURIDIS PENGGUNAAN QR 
CODE DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN OLEH BANK DENGAN 
MENGGUNAKAN KANAL PEMBAYARAN YANG TERHUBUNG DENGAN 
SWITCHING ASING (Studi Kasus tentang Integrasi Your All Payment Bank BNI 
dengan Liquidpay Singapore), Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H., Diah Pawestri 
Maharani, S.H., M.H. 
 Technology development has resulted in the emergence of various 
innovations in the field of payment, one of which is QR Code-based electronic 
money. The use of QR Code-based electronic money is regulated in Article 39 
paragraph (1) PBI Number 20/6/PBI/2018 concerning Electronic Money, for 
electronic money issued outside of Indonesia can only be transacted in Indonesia 
using payment channels connected to GPN . Based on the Article there are only 
words that can be meaningful which cannot be replaced. This means that these 
provisions are compulsive and must be carried out by providers of foreign 
payment system services. If forced provisions are not fulfilled, legal sanctions 
should arise. However, related to the granting of legal sanctions for violations of 
Article 39 paragraph (1) has not been regulated in PBI Number 20/6 / PBI / 2018 
concerning Electronic Money. 
 Based on the background above, the legal issues raised in this study are 
what are the juridical implications of using the QR Code in payment transactions 
by banks using payment channels that are connected with foreign switching ?. 
 To answer the above problems, this normative legal research uses a 
legislative approach, a case approach, an analytical approach, and a 
comparative approach. Legal materials related to the problem under study are 
obtained through library and internet studies. Legal materials that have been 
obtained are analyzed using techniques of grammatical interpretation and 
systematic interpretation so that they can be presented in more systematic writing 
to answer legal issues that have been formulated. 
 The results showed that: the juridical implications of using QR Code-
based electronic money using payment channels connected with foreign switching 
to the legal terms of the agreement based on Article 1320 of the Civil Code did 
not meet the objective requirements of halal causality. So that the agreement will 
result in null and void or the agreement is not protected by law. So that for 
foreign electronic money that is transacted in Indonesia with no connection to 
GPN if something happens that can harm the parties, it has no legal force. For 
foreign parties who collaborate with domestic banks with no connection to the 
GPN subject to administrative sanctions based on Article 42 PBI Number 
19/8/PBI/2017 concerning the National Payment Gate (GPN) in the form of: 
 a. Written warning 
 b. Fine; and / or 























A. Latar Belakang 
Lembaga perbankan merupakan aspek yang sangat penting bagi kemajuan 
perekonomian nasional. Efektivitas dan kelancaran perekonomian suatu 
negara sangat dipengaruhi oleh kelancaran mekanisme dalam sistem 
pembayaran.1Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk dapat 
memberikan daya dukung yang optimal bagi terciptanya sistem pembayaran 
nasional yang aman, efisien, inklusif dan inovatif.2 Saat ini sistem pembayaran 
mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi. 
Kemajuan teknologi diakui telah memberikan alternatif alat pembayaran 
non tunai dan mekanisme perpindahan dana yang cukup efisien bagi para 
pelaku ekonomi.3Seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin 
kompleks, banyak masyarakat yang lebih tertarik untuk menggunakan alat 
pembayaran non tunai dalam bertransaksi.Hal ini yang mendorong munculnya 
berbagai inovasi dalam bidang sistem pembayaran dengan memanfaatkan 
kecanggihan teknologiyang dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi 
berbagai kebutuhannya.  
Alat transaksi atau alat pembayaran yang dulunya hanya berupa uang 
kartal yaitu dalam bentuk uang kertas dan uang logam kini telah berkembang 
dalam bentuk transaksi elektronik atau biasa disebut pembayaran non tunai. 
                                                            
1Bank Indonesia, Pengantar Sistem Pembayaran, Biro Pengembangan dan Kebijakan 
Sistem Pembayaran Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran 
2Bank Indonesia, 2018, Bab 9 Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang 
Rupiah, Laporan Perekonomian Indonesia, hlm. 160  






















Definisi transaksi elektronik menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 
19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah 
“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan 
menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik 
lainnya”. 
 
Transaksi elektronik dalam hal ini merupakan kegiatan pembayaran atau 
transaksi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti IC 
(Integrated Circuit) dan jaringan komunikasi.4 Alat pembayaran elektronik 
atau non tunai awalnya hanya dikenal dalam bentuk kartu debit (debit card), 
kartu kredit (credit card), kartu ATM, dan kartu penyimpanan dana (stored 
value card).5 Kemudian semakin berkembang, sehingga pembayaran 
elektronik yang sudah ada saat ini antara lain phone banking, internet banking, 
kartu kredit, kartu debit atau ATM.6 Walaupun menggunakan teknologi yang 
berbeda-beda, tetapi seluruh transaksi tersebut terhubung dan dibebankan 
langsung kepada rekening nasabah yang menggunakan.7 Dengan tersedianya 
berbagai jenis alat pembayaran tersebut memberikan pilihan kepada 
masyarakat untuk memilih alat pembayaran yang sesuai dengan keperluan 
masing-masing. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank 
                                                            
4Ni Nyoman Anita Candrawati, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang 
Kartu E-money sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial, Jurnal Ekonomi 
Universitas Udayana 
5Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat 
Pembayaran Menggunakan Kartu Kredit, Kartu ATM, Kartu Debet, dan Kartu Prabayar 
6Bank Indonesia, Paper Kajian Mengenai E-Money, Bank Indonesia, Jakarta, 2011, 
hlm. 2 
7 Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Biro Pengembangan Pembayaran 
Nasional, 
https://www.bi.go.id/en/sistempembayaran/edukasi/Documents/7bb2ae019b024029b37c34b72041






















Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran 
sistem pembayaran yaitu dengan cara menetapkan penggunaan alat 
pembayaran. Penetapan penggunaan alat pembayaran dimaksudkan agar alat 
pembayaran yang digunakan masyarakat memenuhi persyaratan tentang 
keamanan dan efisien bagi penggunanya.8 
Pada akhir tahun 2017 Bank Indonesia memperkenalkan Gerbang 
Pembayaran Nasional (GPN) yaitu sistem yang mengintegrasikan berbagai 
kanal pembayaran yang memfasilitasi transaksi elektronik.9Pengertian 
mengenai GPN telah diatur dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Bank Indonesia 
Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National 
Payment Gateway).10 
“Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway) yang 
selanjutnya disingkat GPN (NPG) adalah sistem yang terdiri atas standar, 
switching, dan service yang dibangun melalui seperangkat aturan dan 
mekanisme (arrangement) untuk mengintegrasikan berbagai instrumen 
dan kanal pembayaran secara online.”11 
 
Sebelum adanya GPN, penggunaan instrumen pembayaran non tunai di 
Indonesia terhubung dengan sistem pembayaran asing yang 
menggunakanswitching seperti Visa, MasterCard, JCB, dan UnionPay. 
Transaksi pembayaran yang dilakukan di Indonesia dengan terhubung 
lembaga switching asing memiliki beberapa kekurangan, yaitutiap melakukan 
transaksi melalui kartu berlogo switching asing tersebut pemrosesannya 
                                                            
8Muhammad Sofyan Abidin, 2015, Dampak Kebijakan E-money di Indonesia sebagai 
Alat Sistem Pembayaran Baru, http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-
akuntansi/article/download/13212/12129 (diakses pada 25 Oktober 2018) 
9Standard Chartered Bank, Gerbang Pembayaran Nasional Aman, Andal, dan 
Terpercaya, https://www.sc.com/global/av/id-impo-info-2002018.pdf (diakses pada 25 Oktober 
2018) 
10Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang GPN 























dilakukan di luar negeri sehingga biaya yang dikeluarkan tiap transaksi cukup 
mahal serta kurangnya perlindungan data privasi nasabah karena 
pemrosesannya tidak dilakukan di dalam negeri melainkan diproses oleh 
lembaga switching asing sehingga rentan terjadi hacking dan skimming. 
Dengan adanya GPN semua transaksi di Indonesia seperti tarik tunai di ATM 
bank lain atau transfer antar bank menjadi lebih murah karena seluruh 
pemrosesannya dilakukan di dalam negeri. Karena pemrosesannya dilakukan 
di dalam negeri itu sehingga pihak bank dapat langsung mengelola sendiri 
proses transaksinya maka perlindungan data privasi nasabah menjadi lebih 
terjamin. Saat ini GPN hanya berlaku untuk kartu debit dan uang elektronik 
chip-based, sedangkan untuk kartu kredit masih menggunakan sistem 
pembayaran milik asing karena masyarakat yang berpergian ke luar negeri 
cenderung melakukan transaksi dengan manggunakan kartu kredit.12Transaksi 
kartu kredit di Indonesia saat ini masih didominasi oleh prinsipal kartu kredit 
asing, yaitu American Express, JCB, Mastercard, Visa Card, dan China Union 
Pay.13 
Diberlakukannya GPN diharapkan dapat meningkatkan keuangan inklusif 
dan pengembangan perdagangan nasional berbasis elektronik (e-commerce). 
Hal ini sesuai dengan program Bank Indonesia yang sedangmengembangkan 
program keuangan inklusif, yaitu suatu bentuk pendalaman layanan keuangan 
(financial service deepening) yang ditujukan kepada masyarakat in the bottom 
of the pyramid untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti 
                                                            
12Tommy Kurnia, 2018, Menukar Kartu Debit dengan yang Berlogo GPN Hukumnya 
Wajib?, http://liputan6.com (diakses pada 15 November 2018) 
13Remon Samora, 2017, Babak Baru Sistem Pembayaran GPN, https://m.kontan.co.id 






















sarana menyimpan uang yang aman (keeping), transfer, menabung maupun 
pinjaman dan asuransi.14Program ini sejalan dengan program Gerakan 
Nasional Non Tunai (GNNT) yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan 
uang tunai dalam transaksi pembayaran sehingga akan terbentuk cashless 
society. Hal ini dikarenakandalam penggunaan uang tunai yang membutuhkan 
biaya cukup besar, baik dalam biaya produksi maupun pada biaya transaksi. 
Program cashless society sebenarnya telah banyak diterapkan di Indonesia, 
salah satunya adalah melalui uang elektronik. Uang elektronik sebagai 
alternatif pembayaran non tunai tidak hanya dalam bentuk kartu tetapi juga 
dalam bentuk lainnya yang tersimpan dalam smartphone.15Penerbitan uang 
elektronik dapat dilakukan baik oleh lembaga perbankan maupun oleh 
lembaga non bank, seperti perusahaan keuangan, perusahaan telekomunikasi, 
atau perusahaan transportasi publik.16Penyelenggaraan kegiatan uang 
elektronik baik oleh lembaga perbankan maupun non perbankan 
berdasarkanPeraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 
tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 
tentang Uang Elektronik (selanjutnya disebut PBI tentang Uang Elektronik) 
yaitu: 
Uang Elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur 
sebagai berikut: 
1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada 
penerbit; 
                                                            
14Bank Indonesia, 2018, Program Keuangan Inklusi, 
http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/program.Contents/default.aspx (diakses pada 
07 Oktober 2018) 
15Rachmadi Usman, 2017, Karakterisik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran, 























2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau 
chip; dan 
3. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan 
simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang 
mengatur mengenai perbankan. 
 
Menurut ketentuan tersebut, uang elektronik pada hakikatnya sebagai 
pengganti uang tunai yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran pada 
merchant-merchant tertentu yang telah bekerjasama dengan penerbit uang 
elektronik. Penerbitan uang elektronik atas dasar nilai uang disetor yang 
tersimpan dalam media server atau chip.Selama ini masyarakat 
mengidentikkan uang elektronik sebagai uang dalam bentuk kartu tetapi uang 
elektronik tidak hanya dalam bentuk kartu, ada pula uang elektronik dalam 
bentuk dompet elektronik (e-wallet).17Pengertian e-wallet diatur dalam Pasal 1 
angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang 
Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yaitu: 
“Dompet Elektronik (ElectronicWallet) yang selanjutnya disebut dompet 
elektronik adalah layanan elektronik untuk menyimpan dana instrumen 
pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu 
dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk 
melakukan pembayaran.” 
 
Dompet elektronik (e-wallet) merupakan bagian dari uang elektronik, 
perbedaan mendasar antara dompet elektronik dengan uang elektronik, yaitu 
pada chip-based dan server-based. Uang elektronik pertama kali muncul di 
Indonesia dalam bentuk chip yang tertanam pada kartu atau media lain (chip 
based), kebanyakan uang elektronik dengan chip based dalam bentuk kartu 
                                                            
17Aprilia Ika, 2017, Uang Elektronik vs Dompet Elektronik, Mana yang Lebih 
Menarik Digunakan?, https://amp.kompas.com/ekonomi/read/2017/09/28/120000326/uang-























seperti Flazz BCA, E-money mandiri, Brizzi BRI, dll.18Sedangkan e-wallet 
merujuk pada uang elektronik yang berbasis server, dimana dalam 
penggunaan e-wallet harus terhubung dengan server penerbit.Di Indonesia 
terdapat beberapa e-wallet seperti T-cash Telkomsel, XL Tunai, dll.Jadi, 
penggunaan dompet elektronik dapat diakses hanya dengan modal 
smartphone, selanjutnya pengguna sendiri yang akan menentukan cara 
penggunaannya seperti menggunakan token dan pemindai QR Code19 di 
merchant yang telah bekerjasama dengan penerbit dompet elektronik. 
Saat ini penggunaan e-wallet melalui QR Code (Quick Response Code)  
sebagai alat transaksi pembayaran di Indonesia semakin banyak digunakan. 
QR Code adalah image berupa matriks dua dimensi yang memiliki 
kemampuan untuk menyimpan data di dalamnya.20QR Code diciptakan untuk 
menyampaikan informasi data dengan cepat dan mendapat respon dengan 
cepat pula. Saat ini banyak produk dan layanan yang menerima pembayaran 
melalui QR Codekarena dirasa lebih efektif dan efisien tanpa menggunakan 
uang tunai. Dalam penggunaan QR Code pengguna hanya perlu memindai 
kode batang (barcode) yang tersedia pada merchantdengan menggunakan 
smartphone tanpa perlu menggunakan uang tunai(cashless) maupun kartu 
(cardless).Sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang 
Bank Indonesia, baik lembaga perbankan maupun lembaga non bank yang 
                                                            
18Ibid, 
19Cecep Supriadi, 2017, Suatu Aplikasi untuk Semua Kebutuhan, 
https://marketing.co.id/dompet-elektronik-satu-aplikasi-untuk-semua-kebutuhan/ (diakses pada 1 
November 2018) 
20M. Pasca Nugraha dan Dr. Ir. Rinaldi Munir M. T. 2011. Pengembangan Aplikasi QR 
Code Generator dan QR Code Reader dari Data Berbentuk Image. 






















ingin memberlakukan QR Code sebagai alat transaksi harus mendapatkan izin 
dari Bank Indonesia.21 
Hingga saat ini Bank Indonesia telah banyak memberikan izinterkait 
penggunaan QR Codedalam transaksi pembayaran baik kepada lembaga 
perbankan maupun non perbankan. Salah satu lembaga perbankan yang telah 
mendapatkan izin dari Bank Indonesia untuk menggunakan QR Code sebagai 
alat transaksi pembayaran adalahPT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 
(selanjutnya disebut Bank BNI). Bank BNI sedang mengembangkan suatu 
fasilitas pembayaran melalui aplikasi berbasis QRCode bernama yap! (Your 
All Payment) yang dapat diakses melalui smartphoneuntuk transaksi non-tunai 
(cashless) dan tanpa perlu menunjukkan kartu debit atau kreditnya (cardless). 
Sumber dana dari metode pembayaran aplikasi yap! tersebut dapat dilakukan 
dengan 3 (tiga) pilihan, yaitu kartu kredit, kartu debit, dan UnikQu.22Jadi, 
keberadaan fasilitas pembayaran yap! tersebut dapat dikatakan sebagai 
pengganti peran mesin EDC (Electronic Data Capture). Dimana dalam 
penggunaan mesin EDC pengguna harus membawa kartu kredit atau debit. 
Dengan adanya aplikasi yap! pengguna hanya perlu memindai barcode yang 
tersedia pada kasir merchant-merchantBank BNI melalui aplikasi yap! di 
smartphone. 
Aplikasi pembayaran yap! milik Bank BNI semakin mengembangkan 
sistemnya dengan cara bekerjasama dengan e-wallet lain baik yang berasal 
dari dalam negeri maupun luar negeri. Bagi e-wallet dalam negeri (domestik) 
integrasi tersebut diimplementasikan dengan pemasangan Quick Response 
                                                            
21Sakina Rakhma Diah Setiawan, 2018, Fitur Pembayaran dengan QR Code Harus 
Kantongi Izin BI, http://amp.kompas.com/ekonomi (diakses pada 06 November 2018) 






















Indonesia Standard (QRIS) Code di merchant-merchant BNI.23 Jadi QRIS 
tersebut dapat dipindai dengan e-wallet lain selain yap!,QRIS dapat dipindai 
oleh aplikasi e-wallet lokal seperti T-Cash dari Telkomsel, Bank Sinarmas, 
Maybank, Permata Mobile, dan t-money serta aplikasi-aplikasi domestik 
lainnya,24 sertadapat menerima inbound transaksi dari luar negeri yaitu 
Singapura melalui aplikasi Liquidpay. Dimana aplikasi Liquidpay merupakan 
aplikasi pembayaran yang sumber dananya menggunakan kartu kredit yang 
terhubung dengan Visa dan MasterCard.Menurut Bank BNI kerjasama 
terintegrasi antar sistem pembayaran digital ini sebagai wujud dukungan Bank 
BNI dalam mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) serta ikut 
berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan devisa negara, 
karena dapat memudahkan parapendatang dari luar negeri dalam bertransaksi 
di Indonesia dengan menggunakan e-wallet dari negara asal mereka.25 
Penggunааn QR Code sebаgаi аlаt trаnsаksi pembаyаrаn telаh diаtur 
dаlаm Pаsаl 39 Perаturаn Bаnk Indonesiа Nomor 20/6/PBI/2018 tentаng Uаng 
Elektronik yang mengаtur bаhwа: 
(1) Uаng Elektronik yаng diterbitkаn di luаr wilаyаh Negаrа Kesаtuаn 
Republik Indonesiа hаnyа dаpаt ditrаnsаksikаn di wilаyаh Negаrа 
Kesаtuаn Republik Indonesiа dengаn menggunаkаn kаnаl pembаyаrаn 
yаng terhubung dengаn gerbаng pembаyаrаn nаsionаl. 
(2) Setiаp pihаk yаng menyelenggаrаkаn trаnsаksi sebаgаimаnа dimаksud 
pаdааyаt (1) wаjib melаkukаn kerjа sаmа dengаn Penyelenggаrа Jаsа 
Sistem Pembаyаrаn berizin yаitu Bаnk yаng termаsuk dаlаm kаtegori 
bаnk umum berdаsаrkаn kegiаtаn usаhа (BUKU) 4 dаn terhubung 
dengаn gerbаng pembаyаrаn nаsionаl. 
                                                            
23Kiryanto, 2018,Yap! Kini Terintegrasi Dengan e-wallet Dalam dan Luar 
Negeri,ttp://www.bni.co.id/id-id/beranda/berita/siaranpers/articleid/4286/yap-kini-terintegrasi-
dengan-e-wallet-dalam-dan-luar-negeri (diakses pada 26 Oktober 2018) 
24Ibid 
25Muhammad Idris, Aplikasi yap! Kini Terintegrasi dengan e-wallet Dalam dan Luar 
Negeri,  https://finance.detik.com/moneter/d-4250845/aplikasi-yap-kini-terintegrasi-dengan-e-























Berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (1) PBI tentang Uang Elektronik yaitu, 
Kanal pembayaran merupakan sarana yang disediakan oleh Penyelenggara 
Penunjang dan/atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran di Indonesia yang 
dapat digunakan pengguna untuk mengakses uang elektronik dalam proses 
otorisasi transaksi pembayaran, antara lain penggunaan teknologi baru seperti 
Quick Response (QR) Code.26 Dapat disimpulkan bahwa bagi uang elektronik 
yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia untuk dapat ditransaksikan di 
Indonesia wajib memenuhi 2 (dua) syaratyaitu hanya dapat ditransaksikan 
dengan menggunakan kanal pembayaran yang terhubung GPN serta wajib 
bekerjasama dengan Bank yang termasuk dalam kategori BUKU 4seperti 
Bank BCA, Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank CIMB Niagadan 
terhubung GPN. 
Berdasarkan ketentuan pada Pasal 39 ayat (1) terdapat kata hanya dapat 
yang berarti tidak dapat digantikan. Artinya ketentuan tersebut bersifat 
memaksa dan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran 
asing. Apabila ketentuan yang bersifat memaksa tersebut tidak terpenuhi maka 
akan menimbulkan sanksi hukum. Namun, terkait dengan pemberian sanksi 
hukum atas pelanggaran Pasal 39 ayat (1) belum diatur dalam PBI Nomor 
20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. 
Tabel 1.1 







































































































































































yang berlaku di 
Indonesia dan di 
Singapura. 
 
Berdasarkan uraian di atas penulis ingin mengkaji implikasi yuridis 
dengan adanya pengaturan penggunaan QR Code sebagai alat pembayaran 
elektronik atas kerjasama terintegrasi antara Bank BNI melalui aplikasi yap! 
dengan Liquidpay dari Singapura. Sehingga hal ini yang menarik penulis 
untuk melakukan penelitian dengan judul IMPLIKASI YURIDIS 
PENGGUNAAN QR CODE DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN OLEH 
BANK DENGAN MENGGUNAKAN KANAL PEMBAYARAN YANG 
TERHUBUNG DENGAN SWITCHING ASING (Studi Kasus tentang 
Integrasi Your All Payment Bank BNI dengan Liquidpay Singapore). 
B. Rumusan Masalah 
Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti oleh 
penulis adalah: 
Apa implikasi yuridis penggunaan QR Code dalam transaksi pembayaran oleh 
bank dengan menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan 
switching asing? 
C. Tujuan Penelitian 






















Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implikasi yuridis penggunaan QR 
Code dalam transaksi pembayaran oleh bank dengan menggunakan kanal 
pembayaran yang terhubung dengan switching asing. 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 
1. Secara Teoritis 
Hаsil penelitiаn ini dihаrаpkаn dаpаt memberikan sumbangan pemikiran 
bagi pengembangan Ilmu Hukum Perdata Bisnis, yaitu hukum perbankan 
terkait dengan implikasi yuridis penggunaan QR Code dalam transaksi 
pembayaran oleh bank dengan menggunakan kanal pembayaran yang 
terhubung dengan switching asing. 
2. Secara Praktis 
a. Bagi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, 
pertimbangan, serta evaluasi dalam hal pengawasan 
maupunpembentukan Peraturan Bank Indonesia agar peraturan yang 
dihasilkan sesuai dengan keadaan yang ada di masyarakat. 
b. Bagi Lembaga Perbankan 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi lembaga perbankan 
sebagai penerbit uang elektronik agar dalam pelaksanaan uang 
elektronik lebih memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku. 
c. Bagi Nasabah 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 






















berbasis QR Code dalam transaksi pembayaran dengan menggunakan 
kanal pembayaran yang terhubung dengan switching asing dan 
pengaturannya berdasarkan perundang-undangan di bidang perbankan 
di Indonesia. 
E. Sistematika Penulisan 
Dalam penelitian ini penulis membagi sistematika penulisan menjadi 5(lima) 
bab, sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN  
Dalam bab ini berisi latar belakang yang di dalamnya memuat 
tentang dasar alasan pentingnya penelitian ini untuk dilakukan, 
rumusan masalah yang berisi tentang rumusan permasalahan dalam 
penelitian sehingga lebih spesifik dan terfokus pada permasalahan 
yang akan diteliti, tujuan penelitian berisi tentang uraian hal-hal 
yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian tersebut, serta 
manfaat penelitian yang menjelaskan berbagai manfaat dari 
penelitian ini bagi golongan-golongan tertentu. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang gambaran-gambaran umum tentang 
pembahasan pengertian dan doktrin-doktrin dari para ahli yang 
berkaitan dengan pokok penelitian yang akan digunakan sebagai 
bahan untuk melakukan analisa. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Dalam bab ini memuat uraian tentang pelaksanaan penelitian, 






















bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, teknik analisa 
bahan hukum, definisi konseptual, serta sistematika penulisan. 
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan yang memuat hasil 
penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta akan menguraikan 
tentang analisis hukum terhadap permasalahan yang ada, kemudian 
dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan konsep yang 
terkait dengan penelitian hukum ini. 
BAB V : PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis sebagai peneliti 
terhadap permasalahan yang sedang dibahas. Kesimpulan 
merupakan ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang telah 
dijabarkan dalam pembahasan. Saran berisi harapan-harapan 























A. Tinjauan Umum tentang Bank 
1. Definisi Bank 
Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi 
orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik 
negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan untuk menyimpan dana-
dana yang dimilikinya.27 Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan 
uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas 
pembayaran dan peredaran uang. Pengertian mengenai bank sendiri telah 
diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perbankan, yaitu: 
“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 
dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”28 
 
“Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 
secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang 
dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 
pembayaran.”29 
 
Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya 
memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran 
serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip 
                                                            
27Hermansyah, SH., M.Hum., Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana 
Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 7. 
28Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 






















syariah.30Dari beberapa pengertian diatas dapat dikatakan bahwa bank 
adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari 
masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang 
membutuhkan dana dalam bentuk kredit serta memberikan jasa dalam lalu 
lintas pembayaran. 
2. Fungsi Perbankan 
Fungsi dari perbankan secara jelas telah diatur dalam Pasal 3 Undang-
Undang Perbankan, yaitu “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah 
sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat”. Dapat 
dikatakan bahwa fungsi dari perbankan adalah sebagai lembaga 
intermediasi, karena lembaga perbankan sebagai perantara antara pihak-
pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak 
yang membutuhkan dana (lacks of funds). Lembaga perbankan juga 
memiliki fungsi lainnya, seperti:31 
1) Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran 
2) Mendukung kelancaran transaksi internasional 
3) Sarana investasi 
4) Penyimpanan barang berharga, dll. 
 
B. Tinjauan Umum tentang Bank Indonesia 
Bank Indonesia selaku Bank Sentral Republik Indonesia merupakan 
lembaga yang memiliki peranan penting dalam perekonomian, terutama di 
bidang moneter, keuangan, dan perbankan. Bank sentral dibentuk sebagai 
regulator dan pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan sosial ekonomi 
                                                            
30Dadan Mutaqqin, 2008, Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah Bank, LKM, 
Asuransi, dan Reasuransi, Safiria Insania Press, Yogyakarta, hlm. 14 
31Anonim, 2017, Panduan Perbankan, Perkenalan tentang Bank, 























tertentu yang menyangkut kepentingan nasional atau kesejahteraan umum, 
seperti stabilitas harga dan perkembangan ekonomi.32 
Kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara, 
seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
dan Mahkamah Agung (MA) karena kedudukan Bank Indonesia berada di luar 
pemerintah. Bank Indonesia merupakan lembaga independen yang memiliki 
kewenangan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang telah 
ditetapkan dalam pelaksanaan tugasnya tanpa ada campur tangan dari pihak 
lain. Bank Indonesia juga berwenang membuat peraturan yang mengikat bagi 
masyarakat secara luas sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta dapat 
bertindak atas nama sendiri baik di dalam maupun di luar pengadilan. Status 
dan kedudukan Bank Indonesia yang khusus tersebut diperlukan agar Bank 
Indonesia dapat menjalankan fungsi dan perannya sebagai otoritas moneter 
secara lebih efektif dan efisien. 
1. Tujuan dan Tugas Pokok Bank Indonesia 
Tujuan Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan 
nilai rupiah terhadap barang dan jasa, serta terhadap mata uang negara 
lain.33Kestаbilаn nilаi rupiаh tersebut sаngаt berpengаruh untuk 
mendukung pembаngunаn ekonomi yаng berkelаnjutаn sertа untuk 
meningkаtkаn kesejаhterааn mаsyаrаkаt. Untuk mencapai tujuan tunggal 
moneter tersebut, ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 
tentang Bank Indonesia, bahwa Bank Indonesia dalam melaksanakan 
kebijakan moneter tersebut dilakukan secara berkelanjutan, konsisten, 
                                                            
32Prof. Dr. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H. dan Panji Adam Agus Putra, S.Sy., M.H., 
Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 76 






















transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di 
bidang perekonomian.34 
2. Kewenangan Bank Indonesia 
Agar dapat mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia mempunyai 
kewenangan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 UU Bank Indonesia 
yaitu:35 
1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; 
2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; serta 
3) Mengatur dan mengawasi bank 
 
Tigаkewenаngаn Bаnk Indonesiа tersebut merupаkаn pilаr dаlаm 
pencаpаiаn tujuаn, kаrenа ketigа tugаs tersebut memiliki keterkаitаn 
sehinggа hаrus sаling mendukung gunа tercаpаinyа tujuаn Bаnk Indonesiа 
secаrа efektif dаn efisien. Dаlаm menetаpkаn dаn melаksаnаkаn kebijаkаn 
moneter dilаkukаn melаlui pengendаliаn uаng beredаr dаn suku bungа. 
Efektivitаs pelаksаnааn tugаs tersebut memerlukаn dukungаn sistem 
pembаyаrаn yаng efisien, cepаt, аmаn, dаn аndаl sebаgаi sаsаrаn dаri 
pelаksаnааn tugаs mengаtur dаn menjаgа kelаncаrаn sistem pembаyаrаn. 
Terkait dengan tugas mengatur dan mengawasi bank telah dialihkan 
kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Alasan pengalihan tugas 
tersebut untuk menghindari kemungkinan adanya pertentangan dalam 
menjalankan tugas menjaga kestabilan moneter dan tugas pengawasan 
bank.36 Oleh karena itu, kewenangan BI dalam mengawasi keuangan 
                                                            
34Djoni S. Gazali, S.H.,Op Cit , hlm. 106 
35Ibid, hlm. 107 
36Dhe Marwathi, 2012, Pembentukan dan Kewenangan Otoritas Kasa Keuangan 























lembaga perbankan dan lembaga non bank saat ini beralih kepada OJK. 
Tetapi, tugas menjaga stabilitas moneter37 dan kelancaran sistem 
pembayaran tetap menjadi tugas BI, dimana tujuan utamanya adalah untuk 
mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. 
C. Tinjauan Umum tentang Sistem Pembayaran 
Sistem pembayaran merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 
sistem keuangan dan sistem perbankan suatu negara. Sistem pembayaran 
merupakan alat pemabayaran, prosedur perbankan yang berhubungan dengan 
pembayaran, dan sistem transfer antar bank yang digunakan dalam proses 
pembayaran. Definisi sistem pembayaran berdasarkan Pasal 1 angka 6 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia bahwa: 
“Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat 
aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan 
pemidahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu 
kegaitan ekonomi.” 
 
Sistem pembayaran harus dapat menjamin terlaksananya perpindahan uang 
masyarakat secara efisien dan aman sehingga dapat menjamin kenyaman 
dalam melakukan setiap transaksi yang dilakukan dalam kegiatan ekonomi. 
Jadi, Bank Indonesia sebagai Bank sentral pada dasarnya memiliki kewajiban 
mengatur dan mengawasi sistem pembayaran yang berlangsung dalam 
kegiatan ekonomi masyarakat dengan mewujudkann sistem yang di inginkan 
oleh pelaku kegiatan ekonomi. 
                                                                                                                                                                  
ASA_KEUANGAN_ESTABLISHMENT_AND_AUTHORITY_OF_THE_FINANCIAL_SERVI
CES_AUTHORITY_ (diakses pada 28 Februari 2019) 
37Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moneter adalah berhubungan dengan uang 
dan keuangan. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk 
menjaga kestabilan nilai rupiah yang dapat dilakukan melalui pengendalian jumlah uang yang 






















Defini sistem pembayaran menurut Lisfield dan Montes Negret (1994), 
sistem pembayaran merupakan peraturan, standard, serta instrumen yang 
digunakan untuk pertukaran nilai keuangan (financial value) antara dua pihak 
yang terlibat untuk melepaskan diri dari kewajiban.38 
Sedangkan menurut Mutaqqin dalam Purusitawati (2000), sistem 
pembayaran adalah suatu sistem yang terdiri atas sekumpulan ketentuan yang 
di dalamnya terkandung hukum, standar, prosedur, dan mekanisme teknis 
operasional pembayaran yang digunakan dalam pertukaran nilai uang antara 
dua pihak dalam satu wilayah negara maupun internasional dengan memakai 
instrumen pembayaran yang diterima dan disepakati sebagai alat 
pembayaran.39 
Sesuai dengan amanat UU tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia 
sebagai  bank sentralberwenang untuk mengatur dan menjaga kelancaran 
sistem pembayaran yaitu dengan cara menetapkan penggunaan alat 
pembayaran. Penetapan penggunaan alat pembayaran dimaksudkan agar alat 
pembayaran yang digunakan masyarakat memenuhi persyaratan tentang 
keamanan dan efisien bagi penggunanya. Unsur-unsur dari sistem pembayaran 
yang harus diperhatikan meliputi:40 
(1) Politik/kebijaksanaan yang dianut, bersifat normatif, menerangkan 
mengenai tujuan dan manfaat yang diharapkan dapat dicapai/diperoleh 
dari sisem pembayaran 
(2) Lembaga/organisasi yang terkait dengan sistem pembayaran 
(3) Sistem hukum yang berlaku 




38http://digilib.unila.ac.id/4516/15/BAB%20II.pdf (diakses pada 30 Oktober 2018) 
39http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10323/BAB%20II.pdf?sequenc
e=6&isAllowed=y (diakses pada 30 Oktober 18) 






















1. Jenis Alat Pembayaran 
Secara umum alat pembayaran dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu  
1) Tunai 
Dalam sistem pembayaran tunai instrumen yang digunakan berupa 
uang kartal, yaitu uang kertas dan uang logam. Uang kartal masih 
memiliki peran penting dalam transaksi pembayaran terutama dalam 
transaksi bernilai kecil. Seiring dengan perkembangan zaman 
penggunaan uang kartal dianggap kurang efisiensi, karena dalam 
melakukan transaksi dengan jumlah besar maka harus membawa uang 
dalam jumlah banyak yang dapat mengakibatkan berbagai risiko 
seperti hilangnya uang, pencurian atau perampokan, pemalsuan uang, 
uang rusak, dll. Sehingga dalam penggunaan uang kartal tersebut juga 
membutuhkan biaya pengadaan dan pengelolaan yang cukup mahal. 
2) Non Tunai 
Pada awalnya alat pembayaran non tunai merupakan suatu alat 
pembayaran dan mempunyai bentuk fisik seperti kartu. Dalam sistem 
pembayaran non tunai instrumen yang digunakan berupa Alat 
Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, nota 
debet, maupun uang elektronik. Uang elektronik merupakan alat 
prabayar yang bentuknya juga berupa kartu, namun saat ini uang 
elektronik tidak hanya digolongkan sebagai alat pembayaran 
menggunakan kartu, karena uang elektronik ada yang berbentuk 
kartu(chip based) dan non kartu (server based).Dalam menjamin 






















penyelenggaraan jasa sistem pembayaran terkait dengan hal tersebut, 
Bank Indonesia berwenang untuk memberikan persetujuan dan izin 
atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, serta kewenangan 
mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk 
menyampaikan laporan tentang kegiatannya kepada Bank Indonesia.41 
D. Tinjauan Umum tentang Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) 
Pengertian mengenai GPN telah diatur dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan 
Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional 
(National Payment Gateway). 
“Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway) yang 
selanjutnya disingkat GPN (NPG) adalah sistem yang terdiri atas standar, 
switching, dan service yang dibangun melalui seperangkat aturan dan 
mekanisme (arrangement) untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan 
kanal pembayaran secara online.” 
 
Gerbang Pembayaran Nasional merupakan sistem pembayaran jaringan 
domestik yang mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran 
secara nasional. Bank Indonesia memberlakukan GPN sebagai wujud 
interkoneksi (saling terhubung) antar switching dan interoperabilitas (saling 
dapat dioperasikan) sistem pembayaran nasional. Bаnk Indonesiа memiliki 3 
(tigа) sаsаrаn utаmа dаlаm implementаsi GPN, yаitu:42 
1) Menciptаkаn ekosistem sistem pembаyаrаn yаng sаling interkoneksi, 
interoperаbilitаs dаn mаmpu melаksаnkаn pemrosesаn trаnsаksi yаng 
mencаkup otoritаs, kliring, dаn setelmen secаrа domestik. 
2) Meningkаtkаn perlindungаn konsumen аntаrа lаin melаlui 
pengаmаnаn dаtа trаnsаksi nаsаbаh dаlаm setiаp trаnsаksi. 
3) Meyаkinkаn ketersediааn dаn integritаs dаtа trаnsаksi sistem 
pembаyаrаn nаsionаl gunа mendukung efektivitаs trаnsmisi kebijаkаn 
moneter, efisiensi intermediаsi dаn resiliensi sistem keuаngаn. 
 
                                                            
41Ibid, hlm. 112 
42Аgusmаn, Siаrаn Pers Bаnk Indonesiа, 2017, http://www.bi.go.id/id/ruаng-






















Keuntungan dengan diberlakukannya GPN yaitu GPN menawarkan biaya 
yang lebih rendah daripada kartu dengan jaringan internasional seperti Visa, 
MasterCard, JCB, UnionPay, dan American Express. Ruаng lingkup 
penggunааn GPN telаh diаtur dаlаm Pаsаl 3 Perаturаn Bаnk Indonesiа Nomor 
19/8/PBI/2017 tentаng GPN yаitu: 
Ruаng Lingkup GPN (NPG) mencаkup trаnsаksi pembаyаrаn secаrа 
domestik yаng meliputi: 
(a) Interkoneksi switching 
(b) Interkoneksi dаn interoperаbilitаs kаnаl pembаyаrаn berupа kаnаl 
АTM, electronic dаtа cаpture (EDC), аgen, pаyment gаtewаy, dаn 
kаnаl pembаyаrаn lаinnyа; dаn 
(c) interoperаbilitаs instrumen pembаyаrаn berupа kаrtu АTM dаn/аtаu 
kаrtu debet, kаrtu kredit, uаng elektronik, dаn instrumen pembаyаrаn 
lаinnyа. 
 
Saat ini GPN hanya berlaku untuk kartu debet dan uang elektronik chip-based, 
sedangkan untuk kartu kredit masih menggunakan sistem pembayaran dengan 
jaringan internasional karena masyarakat yang berpergian ke luar negeri 
cenderung melakukan transaksi dengan manggunakan kartu kredit.43Transaksi 
kartu kredit di Indonesia saat ini masih didominasi oleh prinsipal kartu kredit 
asing, yaitu American Express, JCB, Mastercard, Visa Card, dan China Union 
Pay.44 
E. Tinjauan Umum tentang Transaksi Elektronik 
Inovasi dalam pembayaran masih berlanjut hingga saat ini dan disebut 
generasi keempat sebagai alat pembayaran, yaitu transaksi pembayaraan 
elektronik atau dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran non tunai 
                                                            
43Tommy Kurnia, 2018, Menukar Kartu Debit dengan yang Berlogo GPN Hukumnya 
Wajib?, http://liputan6.com (diakses pada 15 November 2018) 
44Remon Samora, 2017, Babak Baru Sistem Pembayaran GPN,https://m.kontan.co.id 






















(noncash electronic funds transfer system).45Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
mengatur mengenai transaksi elektronik, yaitu 
“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan 
menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik 
lainnya” 
. 
Pembayaran dengan menggunakan kartu elektronik merupakan 
pembayaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 
maupun jaringan komunikasi. Alat pembayaran elektronik yang banyak 
dikenal oleh masyarakat berupa kartu kredit dan kartu debit berupa ATM, 
phone banking, dan internet banking. Seiring dengan kemajuan teknologi, 
lembaga perbankan melakukan inovasi dalam bidang finansial yaitu dengan 
mengembangkan fasilitas uang elektronik (e-money). 
F. Tinjauan Umum tentang Uang Elektronik (E-money) 
Uang Elektronik (e-money) awalnya dikenal dengan sebutan kartu 
penyimpan dana (stored value card) yaitu sebuah kartu yang berfungsi untuk 
menyimpan dana dengan jumlah yang telah didepositkan. Nilai uang yang 
tersimpan dalam stored value card  ini yang disebut dengan uang elektronik 
(e-money). Pada dasarnya Uang Elektronik merupakan uang tunai yang 
dikonversikan menjadi data elektronik yang disimpan pada media penyimpan 
pada kartu yang disebut chip atau dalam bentuk media server bagi pemegang 
uang elektronik. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia 
Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. 
Uаng Elektronik аdаlаh instrumen pembаyаrаn yаng memenuhi unsur 
sebаgаi berikut: 
                                                            






















1) Diterbitkаn аtаs dаsаr nilаi uаng yаng disetor terlebih dаhulu kepаdа 
penerbit; 
2) Nilаi uаng disimpаn secаrа elektronik dаlаm suаtu mediаserverаtаu 
chip; dаn 
3) Nilаi uаng elektronik yаng dikelolа oleh penerbit bukаn merupаkаn 
simpаnаn sebаgаimаnа dimаksud dаlаm Undаng-Undаng yаng 
mengаtur mengenаi perbаnkаn. 
 
Dilihat dari media yang digunakan, ada 2 (dua) tipe produk uang elektronik 
(e-money) yaitu:46 
1) Prepaid Card/Kartu Prabayar/Electronic Purses, dengan karakteristik: 
a) Nilai uang dikonversi menjadi nilai elektronik dan disimpan dalam 
suatu chip(integrated circuit) yang tertanam pada kartu 
b) Mekanisme pemindahan dana dilakukan dengan cara memasukkan 
kartu ke suatu alat card reader. 
2) Prepaid Software (disebut juga digitalcash), dengan karakteristik: 
a) Nilai uang dikonversikan menjadi nilai elektronik dan disimpan 
dalam suatu hard disk computer yang terdapat dalam Personal 
Computer (PC) 
b) Mekanisme pemindahan dana dilakukan secara online melalui 
suatu jaringan komunikasi seperti internet, pada saat melakukan 
pembayaran. 
 
Berdasarkan media yang digunakan, uang elektronik chip-based digolongkan 
sebagai prepaid card atau kartu prabayar karena nilai uang elektronik tersebut 
tertanam pada kartu dan pemindahan dananya dapat dilakukan secara offline 
melalui card reader. Sedangkan uang elektronik server-based digolongkan 
sebagai prepaid softwarekarena nilai uang elektronik tersebut disimpan pada 
media elektronik atau smartphone, untuk mengakses atau pemindahan 
dananya harus terhubung internet (online). Uang elektronik jenis ini dapat 
disebut sebagai dompet elektronik (e-wallet). Pengertian e-wallet diatur dalam 
Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang 
Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yaitu: 
                                                            
46R. Serfianto, dkk, Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit & Uang 






















“Dompet Elektronik (Electronic Wallet)yang selanjutnya disebut dompet 
elektronik adalah layanan elektronik untuk menyimpan dana instrumen 
pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu 
dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk 
melakukan pembayaran”. 
 
Uang elektronik tidak hanya dalam bentuk kartu, ada pula uang elektronik 
dalam bentuk dompet elektronik (e-wallet).47E-wallet merupakan layanan 
elektronik yang digunakan untuk menyimpan dana yang digunakan dalam 
proses pembayaran. layanan elektronik yang dimaksud dalah untuk 
mengaksesnya harus terhubung dengan internet. Penggunааn dаnа pаdа 
dompet elektronik, yаitu:48 
(1) Dаnа yаng ditаmpung pаdа dompet elektronik hаnyа dаpаt digunаkаn 
untuk tujuаn pembаyаrаn. 
(2) Tujuаn Pembаyаrаn sebаgаimаnа dimаksud dаlаm аngkа 1 mencаkup: 
a. Pembаyаrаn trаnsаksi belаnjа(purchаsing); dаn 
b. Pembаyаrаn tаgihаn 
(3) Dаnа yаng ditаmpung pаdа dompet elektronik tidаk dаpаt dipindаhkаn 
ke dompet elektronik lаin. 
 
1. Manfaat Uang Elekronik 
Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, uang 
elektronik semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Terdapat beberapa 
manfaat dari penggunaan uang elektronik, seperti:49 
1) Penggunaan dalam pembayaran menjadi mudah, hanya dengan 
menempelkan kartu maupun tansaksi secara mobile 
2) Meminimalkan penggunaan uang kartal, sehingga meminimalisir 
kerusakan fisik uang yang beredar, meminimalisir peredaran uang, 
dan meminimalisir resiko pencurian 
3) Baik untuk pembayaran massal yang bernilai kecil namun 




47Aprilia Ika, Op Cit, 
48Surаt Edаrаn Bаnk Indonesiа No. 18/41/DKSP tentаng Penyelenggаrааn Pemrosesаn 
Trаnsаksi Pembаyаrаn 























Dalam transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik terdapat 
hubungan terpenting yaitu hubungan antara penerbit, pemegang dan 
pedagang (merchant). Nilai uang elektronik dapat diperoleh dengan 
menukarkan sejumlah uang tunai atau melalui pendebetan rekening pada 
bank penerbit untuk kemudian disimpan dalam bentuk e-money. Bagi 
pengguna uang elektronik dengan chip based yang tertanam pada 
kartu,pemindahan nilai elektronik terjadi apabila ada transaksi pembayaran 
yang dilakukan oleh pemegang uang elektronik pada pedagang(merchant) 
melalui suatu mesin khusus untuk kartu (card reader).Sedangkan untuk 
pemindahan dana melalui uang elektronik server-based, salah 
satunyadapat dilakukan dengan cara memindaibarcode atau QR Code yang 
disediakan oleh merchant melalui smartphone pengguna. Dimana dalam 
proses pemindahan dana dari pengguna kepada merchant dilakukan oleh 
lembaga switching. 
G. Tinjauan Umum tentang QR Code 
Quick Response Code atau disebut dengan QR Code adalah bentuk 
enkripsi suatu data dengan bentuk menyerupai matrik yang tersusun secara 
horizontal dan vertikal, tujuan utamanya sebagai simbol yang dapat dengan 
mudah diinterpretasikan oleh alat scanner.50 Pada umumnya, QR Code dapat 
dibaca menggunakan kamera pada smartphone. Jadi, fungsi QR Code tersebut 
adalah untuk menyampaikan segala sesuatu yang ingin disampaikan oleh 
perusahaan atau penyedia jasa layanannya.QR Code banyak digunakan dalam 
                                                            
50Th. Devi Inriasari dan Flourensia Sapty Rahayu, 2012, Analisis dan Perancangan 
Layanan Perpustakaan UAJY Berbasis Mobile dengan Memnafaatkan QR Code, http://e-






















berbagai aspek kehidupan dengan tujuan untuk mempermudah dan 
mempersingkat waktu.  
Saat ini QR Code telah banyak digunakan dalam bidang finansial yaitu 
sebagai sistem pembayaran elektronik untuk transaksi di outlet maupun e-
commerce. Penggunaan QR Code dalam transaksi perdagangan dianggap lebih 
praktis dan efisien, yaitu hanya dengan memindai Code QR yang tersedia pada 
merchant yang telah bekerjasama dengan penerbit uang elektronik tersebut. 
Dalam mengembangkan standar teknologi QR Code Bank Indonesia 
bekerjasama dengan Asosiasi Sistem Pembayaan Indonesia (ASPI). Jadi, 
keberadaan teknologi QR Code dapat dikatakan sebagai pengganti peran 
mesin EDC (Electronic Data Capture), karena dalam penggunaan mesin EDC 
membutuhkan biaya perawatan yang cukup mahal. Sedangkan dalam 
penggunaan QR Code, merchanthanya perlu menyediakan satu stiker QR 
Codekarena standarisasi QR Code memuat beberapa aspek yang salah satunya 
yaitu interkonektivitas sehingga pembayarannya dapat digunakan lintas 
layanan.51 Penggunaan QR Code sebagai alat transaksi pembayaran ini 
bertujuan untuk mendukung program Bank Indonesia dan Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) terkait dengan cashless society, karena standarisasi QR Code 
ini memuat 4 (empat) aspek yaitu interoperabilitas, interkonektivitas, 
keamanan, dan inklusi.52 
                                                            
51Desy Setyowati, 2018, 12 Perusahaan Dapat Izin Pembayaran QR Code dari BI, 
https://katadata.co.id/berita/2018/04/23/12-perusahaan-dapat-izin-pembayaran-qr-code-dari-bi 
























A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian yang 
difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam 
hukum positif.53Penelitian yuridis adalah penelitian hukum yang dilakukan 
dengan melihat aspek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, 
sedangkan penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan 
untuk menemukan aturan-aturan hukum, serta doktrin-doktrin hukum untuk 
menjawab permasalahan hukum. 
Penulis menggunakan penelitian yuridis normatifdengan 
mempertimbangkan fokus utama penelitian yaitu untuk mengetahui implikasi 
yuridis penggunaan QR Code dalam transaksi pembayaran oleh bank dengan 
menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan switchingasing. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian ini terdiri dari dua macam pendekatan, yaitu: 
1) Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) 
Dalam penggunaan pendekatan peraturan perundang-undangan yang 
perlu diperhatikan adalah struktur norma dalam wujud tata urutan atau 
hierarki peraturan perundang-undangan, dan juga keberadaan norma 
apakah norma tersebut berada pada sebuah peraturan perundang-undangan 
                                                            
53Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia 






















yang bersifat khusus atau umum, atau berada pada peraturan perundang-
undangan yang lama atau yang baru.54 
Dalam penelitian ini juga menggunakan peraturan legislasi dan 
regulasi, maksudnya dengan cara menelaah dan menganalisis peraturan 
perundang-undangan serta regulasi terkait dengan isu hukum yang diteliti 
yaitu tentang implikasi yuridis penggunaan QR Code dalam transaksi 
pembayaran oleh bank dengan menggunakan kanal pembayaran yang 
terhubung dengan switching asing. 
2) Pendekatan Kasus (Case Approach) 
Pendekatan Kasus (Case Approach) dalam penelitian normatif 
bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah yang 
dilakukan dalam praktik hukum.55 Kasus tersebut bermakna empiris, 
namun dalam penelitian nomatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari 
untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan 
dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil 
analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.56 
Penulis menggunakan studi kasus yaitu mengenai kerjasama 
terintegrasi antara aplikasi yap! milik Bank BNI dengan LiquidPay 
Singapore, dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi 
yuridis penggunaan QR Code dalam transaksi pembayaran oleh bank 
dengan menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan switching 
asing. Permasalahan ini bukan kasus yang berbentuk putusan pengadilan 
                                                            
54I Made Pasek Diantha, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam 
Justifikasi Teori Hukum, hlm. 159 
55Dr. Johny Ibrahim, S.H., M.Hum, Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif, 























namun hal ini juga dimungkinkan dalam pendekatan kasus ini, karena 
tidak semua kasus yang diteliti harus merupakan kasus yang berbentuk 
putusan pengadilan. 
3) Pendekatan Analisis (Analytical Approach) 
Pendekatan analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna 
yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan 
perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui 
penerapan dalam praktik dan putusan-putusan hukum.57 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan analisis dimana 
penulis ingin mengkaji dan menemukan makna yang dikandung dalam 
istilah pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan 
implikasi yuridis penggunaan QRCode dalam transaksi pembayaran oleh 
bank dengan menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan 
switching asing. 
4) Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach) 
Pendekatan Perbandingan sebagai cara yang digunakan dalam 
penelitian normatif untuk membandingkan hukum suatu negara dengan 
negara lain atau dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang 
lain, sehingga dapat ditemukan persamaan dan perbedaannya. 
Dalam penelitian ini penulis memilih Singapura sebagai objek 
perbandingan karena aplikasi Liquidpay milik Singapura telah terintegrasi 
dengan e-wallet dalam negeri yaitu yap! milik Bank BNI. Kedua e-wallet 
























Kode QR pada merchant yang telah bekerjasama dengan Bank BNI. 
Sebenarnya Bank BNI tidak hanya bekerjasama dengan Liquidpay tetapi 
juga bekerjasama dengan e-wallet yang berasal dari China yaitu Alipay 
dan Wechatpay. Namun, kedua e-wallet tersebut telah memenuhi 
persyaratan yang telah ditentukan dalam PBI tentang GPN yaitu untuk 
dapat ditransaksikan di Indonesia harus menjadi anggota pada minimal 2 
(dua) lembaga switching domestik. Dalam hal ini Alipay dan Wechatpay 
telah menjadi anggota pada 2 (dua) lembaga switching yang telah 
memperoleh lisensi GPN dari Bank Indonesia, salah satunya adalah PT. 
Alto Halo Digital Internasional (AHDI), anak perusahaan switching Alto 
Networks.58 Sedangkan Liquidpay masih terhubung dengan switching 
asing yaitu Visa dan Mastercard. 
Perbandingan ini juga dikarenakan Singapura sebagai negara pusat 
Fintech di Asia dan penggunaan mobile payment sebagai alat transaksi 
pembayarannya telah meningkat sebesar 53% sejak tahun 2017. Sehingga 
Indonesia dapat belajar dari Singapura dalam mengembangkan sistem 
GPN melalui instrumen pembayaran non tunai khususnya uang elektronik 
berbasisQRCode guna mendukung efektivitas proses transaksi dengan 
tetap menguntungkan kepentingan nasional. 
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
Dalam penelitian normatif, jenis bahan hukum yang digunakan adalah: 
1) Bahan Hukum Primer 
                                                            
58Maizal Walfajri, 2018, Wechat, Alipay, dan Liquidpay Masuk Indonesia Lewat 
BNI,http://www.google.co.id/amp/amp.kontan.co.id/news/wechat-alipay-dan-liquidpay-masuk-






















Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat 
mengikat dan autoritatif atau mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum 
primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi 
atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan judul yang diangkat, yaitu implikasi yuridis penggunaan 
QRCode dalam transaksi pembayaran oleh bank dengan menggunakan 
kanal pembayaran yang terhubung dengan switchingasing. Bahan hukum 
primer yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti adalah: 
a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentangPerubahan 
atasUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia 
b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik 
c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 
20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. 
d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang 
Pembayaran Nasional (National Payment Gateway) 
e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang 
Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran 
f. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/41/DKSP tentang 






















g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi 
Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan 
h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang 
Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum 
2) Bahan Hukum Sekunder 
Bahan Hukum Sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan 
hukum primer terkait penelitian ini. Adapun bahan-bahan hukum sekunder 
berupa buku-buku, jurnal hukum, dan pendapat para ahli.59Dalam 
penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku teks 
termasuk di dalamnya skripsi dan tesis hukum, jurnal hukum, serta 
pendapat para ahli hukumberkaitan dengan isu hukum yang sedang 
dibahas, yaitu implikasi yuridis penggunaan QRCode dalam transaksi 
pembayaran oleh bank dengan menggunakan kanal pembayaran yang 
terhubung dengan switching asing. 
3) Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung 
bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pengertian dan 
pemahaman terhadap bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier tersebut 
berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus-kamus hukum, 
makalah, karya ilmiah, serta situs internet yang layak serta berkaitan 
dengan permasalahan yang sedang dibahas. 
Sumber Bahan hukum yang digunakan dengan melakukan 
penelusuran bahan hukum yang peneliti peroleh dari : 
                                                            
59Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, 






















a. Perpustakaan Universitas Brawijaya 
b. Pusat dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum 
Universitas Brawijaya 
c. Perpustakaan lainnya 
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum 
1) Studi Kepustakaan (Library Research) 
Penulis memperoleh data dengan mempelajari dan mengkaji peraturan 
perundang-undangan, literatur hukum, artikel hukum, dan doktrin-doktrin 
yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas dalam penelitian 
ini.Bahan hukum yang digunakan dengan melakukan penelusuran bahan 
hukum yang diperoleh dari: 
a. Perpustakaan Universitas Brawijaya 
b. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum 
Universitas Brawijaya 
c. Perpustakaan lainnya 
2) Internet 
Cara penulis untuk memperoleh data dengan mencari isu hukum yang 
diteliti melalui internet, dengan mengakses situs-situs resmi seperti e-book, 
e-journal, serta artikel online, dan berita online yang terverifikasi 
kebenarannya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. 
E. Teknik Analisa Bahan Hukum 
Teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
dengan teknik analisa interpretasi, dengan cara menggunakan metode yuridis 






















1) Penafsiran gramatikal, merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang 
paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang 
dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya.60 
2) Penafsiran sistematis, penafsiran yang dilakukan berdasarkan ketentuan-
ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan. Dilakukan 
dengan cara menganalisis dan menghubungkan peraturan perundang-
undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lain 
maupun satu pasal dengan pasal yang lain. 
F. Definisi Konseptual 
a. Implikasi yuridis adalah akibat hukum dari sebuah produk hukum yang 
telah disahkan dan diterapkan dalam sistem tatanan masyarakat. Dalam hal 
ini terkait pengaturan penggunaan uang elektronik berasis QRCode yang 
hanya dapat digunakan dengan menggunakan kanal pembayaran yang 
terhubung dengan GPN. 
b. Integrasimerupakan sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga 
menjadi satu kesatuan yang utuh, dalam hal ini yaitu integrasi antara 
aplikasi yap! milik Bank BNI dengan LiquidPay dari Singapore. 
c. Kanal Pembayaranmerupakan sarana yang disediakan untuk mengakses 
Uang Elektronik dalam proses transaksi pembayaran, dalam hal ini yang 
dimaksud kanal pembayaran adalah aplikasi uang elektronik yaitu yap! 
dan Liquidpay. 
d. Switching adalah infrastrukur yang berfungsi sebagai pusat dan/atau 
penghubung penerusan data transaksi pembayaran melalui jaringan yang 
                                                            
60Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar,Liberty Yogyakarta, 






















menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang 
elektronik, dan/atau transfer dana. 
e. Uang Elektronik (E-money) merupakan uang tunai yang dikonversikan 
menjadi data elektronik, dalam hal ini uang elektronik dalam bentuk 
server berbasis QR Code. 
f. QR Code (Quick Response Code) adalah bentuk enkripsi suatu data 
sebagai simbol yang dapat dengan mudah diinterpretasikan oleh alat 























HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Implikаsi Yuridis Penggunааn QR Code dаlаm Trаnsаksi Pembаyаrаn 
Oleh Bаnk dengаn Menggunаkаn Kаnаl Pembаyаrаn yаng Terhubung 
dengаn SwitchingАsing 
 
1. Аnаlisis Pengаturаn Tentаng Penggunааn QR Code dаlаm Trаnsаksi 
Pembаyаrаn Oleh Bаnk dengаn Menggunаkаn Kаnаl Pembаyаrаn yаng 
Terhubung dengаn SwitchingАsing dаlаm Perаturаn Perundаng-Undаngаn 
di Indonesiа 
 
Sistem pembаyаrаn merupаkаn sаlаh sаtu syаrаt terciptаnyа tujuаn utаmа 
bаnk sentrаl, yаitu stаbilitаs moneter dаn keuаngаn. Sistem pembаyаrаn 
merupаkаn suаtu sistem yаng berkаitаn dengаn proses pemindаhаn dаnа dаri 
sаtu pihаk ke pihаk lаin. Proses pemindаhаn dаnа tersebut dаpаt dilаkukаn 
melаlui berbаgаi mediа yаng аdа, mulаi dаri mediа yаng sаngаt sederhаnа 
hinggа mediа yаng sаngаt kompleks. Perаn sistem pembаyаrаn sаngаt penting 
bаgi perekonomiаn suаtu negаrа, kаrenа sistem pembаyаrаn digunаkаn untuk 
menjаgа stаbilitаs keuаngаn dаn perbаnkаn, sebаgаi sаrаnа trаnsmisi 
kebijаkаn moneter, sertа sebаgаi аlаt untuk meningkаtkаn efisiensi ekonomi 
suаtu negаrа.61 Oleh kаrenа itu sistem pembаyаrаn hаrus diаwаsi аgаr dаpаt 
berjаlаn dengаn аmаn dаn lаncаr. Menurut Pаsаl 8 Undаng-Undаng Nomor 6 
Tаhun 2009 tentаng Bаnk Indonesiа (selаnjutnyа disebut UU Bаnk Indonesiа), 
sаlаh sаtu tugаs Bаnk Indonesiа sebаgаi Bаnk Sentrаl di Indonesiааdаlаh 
mengаtur dаn menjаgа kelаncаrаn sistem pembаyаrаn.62 Dаlаm rаngkа 
mengаtur dаn menjаgа kelаncаrаn sistem pembаyаrаn, Bаnk Indonesiа 
                                                            
61Sri Mulyаti Tri Subаri dаn Аscаryа, Op Cit, hlm. 5 
62 Pаsаl 8 Undаng-Undаng Nomor 6 Tаhun 2009 tentаng Bаnk Indonesiа, Lembаrаn 





















memliki beberаpа kewenаngаn, sаlаh sаtunyа yаitu menetаpkаn penggunааn 
аlаt pembаyаrаn.63 
Di Indonesiа terdаpаt 2 (duа) jenis аlаt pembаyаrаn yаitu secаrа tunаi dаn 
non tunаi. Аlаt pembаyаrаn secаrа tunаi yаitu аlаt pembаyаrаn yаng 
menggunаkаn uаng kаrtаl yаng terdiri dаri uаng kertаs dаn uаng logаm, 
berdаsаrkаn Undаng-Undаng Nomor 7 Tаhun 2011 tentаng Mаtа Uаng, аlаt 
pembаyаrаn yаng sаh di Indonesiааdаlаh uаng64 tunаi dengаn mаtа uаng 
rupiаh yаng terbuаt dаri kertаs dаn logаm dengаn bentuk dаn syаrаt-syаrаt 
yаng ditentukаn khusus oleh undаng-undаng.65 Dаlаm mewujudkаn sistem 
pembаyаrаn yаng efisien, cepаt, dаn аmаn, Bаnk Indonesiа secаrа terus-
menerus melаkukаn pengembаngаn dаn penyempurnааn terhаdаp sistem yаng 
telаh аdа sesuаi dengаn perencаnааn sistem pembаyаrаn nаsionаl. 
Penyempurnааn dаn pengembаngаn sistem pembаyаrаn diwujudkаn dаlаm 
bentuk kebijаkаn, pengembаngаn mekаnisme, infrаstruktur dаn ketentuаn 
yаng diаrаhkаn untuk meminimаlisir risiko аntаr bаnk, sertа meningkаtkаn 
efisiensi sistem pembаyаrаn.66 
Perkembаngаn teknologi dаn kemаjuаn sistem keuаngаn modern telаh 
merubаh tаtаnаn kehidupаn mаsyаrаkаt ke аrаh pemаnfааtаn teknologi, sаlаh 
sаtunyааdаlаh perubаhаn аlаt pembаyаrаn dаri tunаi menjаdi non tunаi. 
Sistem pembаyаrаn non tunаi merupаkаn bаgiаn dаri Inovаsi Keuаngаn 
Digitаl (IKD) yаitu аktivitаs pembаruаn proses bisnis, model bisnis, dаn 
instrumen keuаngаn yаng memberikаn nilаi tаmbаh bаru di sektor jаsа 
                                                            
63Pаsаl 15 Undаng-Undаng Nomor 6 Tаhun 2009 tentаng Bаnk Indonesiа, Lembаrаn 
Negаrа Republik Indonesiа Tаhun 2009 Nomor 7 
64Pаsаl 1 аngkа 2 Undаng-Undаng Nomor 7 Tаhun 2011 tentаng Mаtа Uаng 
65Pаsаl 1 аngkа 7 Undаng-Undаng Nomor 7 Tаhun 2011 tentаng Mаtа Uаng 





















keuаngаn dengаn melibаtkаn ekosistem digitаl.67 IKD berperаn penting dаlаm 
mendukung pelаyаnаn jаsа keuаngаn yаng lebih cepаt, murаh, dаn luаs 
sehinggа dаpаt menjаngkаu dаerаh terpencil68 kаrenа sаlаh sаtu kriteriа IKD 
yаitu mendukung inklusi dаn literаsi keuаngаn.69Kebijakan tersebut berbentuk 
pendаlаmаn lаyаnаn keuаngаn yаng ditujukаn bаgi mаsyаrаkаt kelаs 
menengаh ke bаwаh untuk mendаpаtkаn kemudаhаn аkses produk finаnsiаl. 
Kebijаkаn tersebut jugа bertujuаn аgаr mаsyаrаkаt dаpаt melihаt uаng dаri 
sudut pаndаng yаng berbedа dаn memiliki kendаli аtаs kondisi keuаngаnnyа. 
Di Indonesiа terdаpаt 3 (tigа) jenis instrumen pembаyаrаn non tunаi 
berdаsаrkаn fisik аlаt yаng digunаkаn, yаitu:70 
1. Instrumen-instrumen berbаsis wаrkаt/kertаs аtаu pаper bаsed 
instruments 
2. Instrumen-instrumen berbаsis kаrtu аtаu cаrd bаsed instruments 
3. Instrumen-instrumen berbаsis elektronik аtаu electronic bаsed 
instruments 
Sistem pembаyаrаn non tunаi di Indonesiа telаh berkembаng sejаk tаhun 
1990аn didorong oleh kemаjuаn teknologi, perubаhаn kebutuhаn konsumen, 
dаn pengembаngаn kegiаtаn keuаngаn bаru. Pаdааwаlnyа lembаgа perbаnkаn 
memberikаn jаsа dаlаm lаlu lintаs pembаyаrаn melаlui penerbitаn instrumen 
pembаyаrаn berbаsis wаrkаt seperti cek, bilyet giro, notа debet, notа kredit. 
Kemudiаn Bаnk Indonesiа menetаpkаn instrumen non tunаi berbаsis kаrtu 
(АPMK) seperti kаrtu АTM, kаrtu debet, dаn kаrtu kredit. 
                                                            
67Pаsаl 1 аngkа 1 Perаturаn Otoritаs Jаsа Keuаngаn Nomor 13/POJK.02/2018 tentаng 
Inovаsi Keuаngаn Digitаl di Sektor Jаsа Keuаngаn 
68Penjelаsаn UmumPerаturаn Otoritаs Jаsа Keuаngаn Nomor 13/POJK.02/2018 tentаng 
Inovаsi Keuаngаn Digitаl di Sektor Jаsа Keuаngаn 
69Pаsаl 4 huruf c Perаturаn Otoritаs Jаsа Keuаngаn Nomor 13/POJK.02/2018 tentаng 
Inovаsi Keuаngаn Digitаl di Sektor Jаsа Keuаngаn 
70Bаnk Indonesiа, 2006, Persepsi, Preferensi, dаn perilаku mаsyаrаkаt dаn Lembаgа 





















Seiring berkembаngnyа teknologi berkembаng pulа instrumen 
pembаyаrаn non tunаi yаng sebelumnyа hаnyа dаlаm bentuk wаrkаt dаn 
kаrtu, sааt ini muncul instrumen pembаyаrаn non tunаi berbаsis elektronik (e-
money). Uаng elektronik tidаk hаnyа dаpаt diterbitkаn oleh pihаk bаnk tetаpi 
jugа dаpаt diterbitkаn oleh lembаgа selаin bаnk (LSB). Uаng Elektronik sааt 
ini bаnyаk digunаkаn oleh mаsyаrаkаt kаrenа diаnggаp lebih prаktis, efisien, 
dаn аmаn kаrenа dаpаt memudаhkаn penggunаnyа dаlаm melаkukаn 
trаnsаksi. Bаgi mаsyаrаkаt yаng аkаn melаkukаn trаnsаksi menggunаkаn 
uаng elektronik tidаk perlu lаgi membаwа uаng tunаi dengаn jumlаh yаng 
bаnyаk cukup hаnyа dengаn membаwа uаng elektronik.  
Nilаi uаng elektronik аdаlаh nilаi uаng yаng disimpаn secаrа elektronik 
dаlаm suаtu mediаchip (kаrtu) аtаu server (digitаl/smаrtphone) yаng dаpаt 
dipindаhkаn untuk kepentingаn trаnsаksi pembаyаrаn dаn/аtаu trаnsfer dаnа.71 
Uаng Elektronik (e-money) memiliki kedudukаn yаng sаmа dengаn uаng 
kаrtаl yаitu sebаgаi аlаt pembаyаrаn. Dаlаm konsep keuаngаn, uаng 
elektronik (e-money) telаh memenuhi syаrаt sebаgаi bendа yаng dаpаt 
difungsikаn menjаdi uаng, seperti mudаh dibаwа, mudаh disimpаn, tаhаn 
lаmа, dаn diаkui.72 Kаrenа pаdа dаsаrnyа uаng elektronik merupаkаn uаng 
yаng dikonversikаn dаlаm mediа elektronik. Dаlаm PBI tentаng Uаng 
Elektronik jugа membаgi uаng elektronik menjаdi 2 (duа) jenis, yаitu: 
Pencаtаtаn dаtа identitаs Penggunа berupа:73 
1) Unregistered, yаitu uаng elektronik yаng dаtа identitаs penggunаnyа 
tidаk terdаftаr dаn tidаk tercаtаt pаdа Penerbit; dаn 
                                                            
71 Pаsаl 1 аngkа 4 PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentаng Uаng Elektronik 
72Solikin Suseno, 2002, Uаng: Pengertiаn, Penciptааn, dаn Perаnаnnyа dаlаm 
Perekonomiаn,Seri Kebаnsentrаlаn, Pusаt Pendidikаn dаn Studi Kebаnksentаrаlаn (PPSK) Bаnk 
Indonesiа, hlm. 4 





















2) Registered, yаitu uаng elektronik yаng dаtа identitаs Penggunаnyа 
terdаftаr dаn tercаtаt pаdа Penerbit. 
 
Uаng elektronik berbаsis chip biаsаnyа termаsuk dаlаm jenis uаng elektronik 
unregistered, kаrenа tidаk terregistrаsi sehinggа kаrtu tersebut dаpаt 
digunаkаn oleh siаpаpun yаng memegаngnyа. Sedаngkаn uаng elektronik 
berbаsis servertermаsuk dаlаm jenis uаng elektronik registered аtаu 
terregistrаsi, kаrenа pаdа sааt penerbitаn uаng elektronik dаtа identitаs 
pemegаng аkаn disimpаn аtаu didаtа oleh penerbit uаng elektronik. 
Penggunааnnyа hаrus melаlui identifikаsi nomor telepon аtаu аkun dаring 
(online) dаn hаrus memаsukkаn kode PIN terlebih dаhulu sehinggа tidаk 
semuа orаng dаpаt menggunаkаnnyа dan lebih aman.74 Jаdi, penggunaan uаng 
elektronik berbаsis server ini untuk trаnsаksi pembаyаrаn secаrаonline 
melаlui web browserаtаu аplikаsi dаlаm smаrtphone tаnpа perlu 
menggunаkаn kаrtu, sehinggа uаng elektronik server-bаsed tersebut dаpаt 
disebut sebаgаi e-wаllet. Sumber dаnа uаng elektronik dаpаt diperoleh melаlui 
pengisiаn sаldo, kаrtu debit, dаn kаrtu kredit. 
Tujuаn penggunааn uаng elektronik sebаgаi аlаt trаnsаksi pembаyаrаn 
аdаlаh untuk mendukung progrаm Bаnk Indonesiа dаn OJK yаitu Gerаkаn 
Nаsionаl Non Tunаi (GNNT) yаng bertujuаn untuk meningkаtkаn kesаdаrаn 
terhаdаp penggunааn instrumen non tunаi, sehinggааkаn terbentuk mаsyаrаkаt 
yаng dominаn menggunаkаn instrumen non tunаi (cаshless society). Progrаm 
cаshless society bertujuan untuk mengurаngi peredаrаn uаng di Indonesiаgunа 
                                                            
74Rifqy Tаzkiyyаturrohmаh, 2016, Trаnsаksi Uаng Elektronik Ditinjаu dаri Hukum 
Bisnis Syаriаh,http://digilib.uin-sukа.аc.id/22255/1/1420311025_BАB-I_IV-аtаu-V_DАFTАR-





















menjаgа kestаbilаn nilаi rupiаh. Trаnsаksi dengаn menggunаkаn instrumen 
non tunаi bаnyаk memberikаn keuntungаn bаgi bаnyаk pihаk, yаitu:75 
1. Аmаn dаn prаktis, dаlаm bertrаnsаksi menggunаkаn аlаt pembаyаrаn non 
tunаi menjаdi lebih аmаn kаrenа tidаk perlu membаwа uаng dengаn 
jumlаh bаnyаk ketikааkаn melаkukаn trаnsаksi sehinggа lebih prаktis 
kаrenа hаnyа perlu membаwа uаng elektronik chip bаsed аtаupun server 
bаsed. 
2. Menekаn biаyа pengelolааn uаng rupiаh dаn cаsh hаndling, penggunааn 
аlаt pembаyаrаn non tunаi dаlаm melаkukаn trаnsаksi dаpаt menekаn 
biаyа yаng dikeluаrkаn untuk mencetаk uаng. 
3. Perencаnааn ekonomi lebih аkurаt, trаnsаksi dengаn menggunаkаn аlаt 
pembаyаrаn non tunаi menjаdi lebih lengkаp dаn mudаh dilаcаk. Hаl 
tersebut аkаn memudаhkаn Bаnk Indonesiа dаlаm menghitung аktivitаs 
ekonomi. 
4. Penggunааn аlаt pembаyаrаn non tunаi аkаn meningkаtаn sirkulаsi uаng 
dаlаm perekonomiаn, kаrenа perputаrаn uаng yаng semаkin cepаt di 
mаsyаrаkаt аkаn menstimulаsi pertumbuhаn ekonomi sebаgаi dаmpаk dаri 
money multiplier. 
 
Progrаm cаshless society semаkin didukung dengаn diberlаkukаnnyа 
Gerbаng Pembаyаrаn Nаsionаl (GPN). GPN merupаkаn switching nаsionаl 
untuk berbаgаi trаnsаksi аntаr bаnk yаng dilаkukаn melаlui front end delivery 
chаnnel76, seperti АTM, EDC, internet, telepon, dаn mobile 
pаyment.77Penyelenggаrааn GPN dilаkukаn secаrа bersаmа-sаmааntаrа 
lembаgа stаndаr, lembаgаswitching, dаn lembаgаservices sertа didukung oleh 
pihаk-pihаk yаng terhubung dengаn GPN seperti penerbit, аcquirer, 
                                                            
75Indаh Mustikаsаri, 2017, Аnаlisis Perkembаngаn Cаshless Society di Indonesiа, 
https://iprice.co.id/trend/insights/wаwаsаn-mingguаn-tren-cаshless-society-di-indonesiа/ (diаkses 
pаdа 3 Februаri 2019) 
76Front End Delivery Chаnnel merupаkаn sаlurаn аtаu mediа yаng digunаkаn nаsаbаh 
dаlаm melаkukаn trаnsаksi keuаngаn seperti EDC, АTM, internet, telepon, mobilephone, dll. 
Lihаt Bаnk Indonesiа, 2011, Dаftаr Istilаh Sistem Pembаyаrаn Indonesiа Tаhun 2011,Jаkаrtа, 
hlm. 82 
77Bаnk Indonesiа, Pengаntаr Sistem Pembаyаrаn, Biro Pengembаngаn dаn Kebijаkаn 





















penyelenggаrаPаyment Gаtewаy, dаn pihаk-pihаk lаin yаng ditetаpkаn oleh 
Bаnk Indonesiа.78 
Dаlаm pelаksаnааn GPN lembаgа stаndаr berperаn dаlаm menyusun dаn 
mengembаngkаn stаndаrisаsi trаnsаksi, sertа mengelolа stаndаr tersebut.79 
Lembаgаswitching bertugаs untuk memfаsilitаsi penerusаn dаtа trаnsаksi 
pembаyаrаn secаrа domestik sehinggа dаpаt terjаdi proses integrаsi 
trаnsаksi.80 Sedаngkаn lembаgаservices berperаn dаlаm memberikаn lаyаnаn 
operаsionаl, menjаgа keаmаnаn trаnsаksi, memаstikаn perlindungаn nаsаbаh, 
sertа mengembаngkаn perluаsаn аkseptаsi.81 Berdаsаrkаn Pаsаl 3 Perаturаn 
Bаnk Indonesiа Nomor 19/8/PBI/2017 tentаng Gerbаng Pembаyаrаn Nаsionаl 
(NPG) mengаtur mengenаi ruаng lingkup GPN yаitu: 
Ruаng lingkup GPN (NPG) mencаkup trаnsаksi pembаyаrаn secаrа 
domestik yаng meliputi:82 
1. Interkoneksi switching 
2. Interkoneksi dаn interoperаbilitаs kаnаl pembаyаrаn berupаАTM, 
electronic dаtаcаptured (EDC), аgen, pаyment gаtewаy, dаn kаnаl 
pembаyаrаn lаinnyа; dаn 
3. Interoperаbilitаs instrumen pembаyаrаn berupа kаrtu АTM dаn/аtаu 
kаrtu debet, kаrtu kredit, uаng elektronik, dаn instrumen pembаyаrаn 
lаinnyа. 
 
GPN bertujuаn untuk interkoneksi yаitu keterhubungаn аntаrа jаringаn 
pаdа kаnаl pembаyаrаn yаng sаtu dengаn kаnаl pembаyаrаn yаng lаin dаn 
interoperаbilitаs yаitu instrumen pembаyаrаn dаpаt digunаkаn pаdа 
                                                            
78Pаsаl 5 аyаt (2) PBI Nomor 19/8/PBI/2017 tentаng Gerbаng Pembаyаrаn Nаsionаl 
(GPN) 
79Bаnk Indonesiа, Kebijаkаn Sistem Pembаyаrаn dаn Pengelolааn Uаng Rupiаh, 
hlm. 162 
80Switchingаdаlаh infrаstruktur yаng berfungsi sebаgаi pusаt dаn/аtаu penghubung 
penerusаn dаtа trаnsаksi pembаyаrаn melаlui jаringаn yаng menggunаkаn аlаt pembаyаrаn 
dengаn menggunаkаn kаrtu, uаng elektronik, dаn/аtаu trаnsfer dаnа (Pаsаl 1 аngkа 5 PBI Nomor 
18/40/PBI/2016 tentаng Penyelenggаrааn Pemrosesаn Trаnsаksi Pembаyаrаn) 
81Bаnk Indonesiа, Kebijаkаn Sistem Pembаyаrаn dаn Pengelolааn Uаng Rupiаh,Op. 
Cit, hlm. 162 





















infrаstruktur lаin selаin dаri infrаstruktur penerbit. Oleh kаrenа itu аdаnyа 
kebijаkаn GPN dаpаt menekаn biаyа untuk belаnjа modаl infrаsturktur oleh 
lembаgа perbаnkаn.83 Seluruh instrumen dаn kаnаl pembаyаrаn yаng 
ditrаnsаksikаn di Indonesiаwаjib terhubung GPN gunа mendukung kebijаkаn 
nаsionаl аgаr pertumbuhаn industri jаsа sistem pembаyаrаn tidаk menghаmbаt 
pemberlаkuаn kebijаkаn nаsionаl yаng telаh ditetаpkаn oleh negаrа, Bаnk 
Indonesiа, dаn otoritаs terkаit.84 
Sebelum аdаnyа kebijаkаn GPN seluruh trаnsаksi keuаngаn non tunаi di 
Indonesiа menggunаkаn sistem pembаyаrаn аsing seperti Mаstercаrd, Visа, 
Union Pаy, Аmericаn Express, dаn lаin sebаgаinyа, sehinggа seluruh trаnsаksi 
keuаngаn yаng dilаkukаn di Indonesiа pemrosesаnnyа dilаkukаn di luаr 
negeri dаn mengаkibаtkаn biаyа yаng dikenаkаn untuk setiаp trаnsаksinyа 
menjаdi mаhаl. Dengаn аdаnyа GPN biаyа yаng dikenаkаn pаdа sааt trаnsfer 
аntаr bаnk аtаu tаrik tunаi pаdа mesin АTM bаnk lаin menjаdi lebih murаh 
bаhkаn grаtis, sehinggа dаpаt menekаn biаyааdministrаsi bulаnаn di bаnk, 
biаyа trаnsfer hinggа biаyа cek sаldo kаrenа seluruh sistem pembаyаrаn di 
Indonesiа sudаh terkoneksi dаn menyebаbkаn biаyа yаng dikeluаrkаn oleh 
penyelenggаrа menjаdi lebih murаh.85 Segаlа kemudаhаn yаng diberikаn 
dengаn berlаkunyа GPN tersebut dimаksudkаn аgаr industri jаsа sistem 
pembаyаrаn dаpаt tumbuh secаrа optimаl melаlui peningkаtаn nilаi dаn 
kаpаsitаs penggunааn instrumen non tunаi. 
                                                            
83Sylke Febrinа Lаucereno, 2017, GPN, Sistem yаng Bаkаl Bikin Biаyа Trаnsfer 
Аntаr Bаnk Lebih Murаh, https://m.detikk.com/finаnce/moneter (diаkses pаdа 7 Jаnuаri 2019) 
84Penjelаsаn Pаsаl 17 аyаt (2) huruf b Perаturаn Bаnk Indonesiа Nomor 18/40/PBI/2016 






















Implementаsi GPN dilаkukаn secаrа bertаhаp, untuk tаhаp аwаl GPN 
diterаpkаn pаdа kertu АTM/debit dаn uаng elektronik berbаsis chip.86 Pаdа 
tаhаp selаnjutnyа GPN аkаn diterаpkаn pаdа kаrtu kredit dаn uаng elektronik 
server-bаsed. Dengаn berlаkunyа GPN sааt ini, kebijаkаn sistem pembаyаrаn 
diаrаhkаn untuk dаpаt memberikаn dаyа dukung optimаl bаgi terciptаnyа 
sistem pembаyаrаn nаsionаl, sehinggа sааt ini berfokus pаdа 3 (tigа) besаrаn 
strаtegi yаng dilаkukаn secаrа simultаn, yаitu:87 
a. Mendorong interkoneksi dаn interoperаbilitаs instrumen dаn kаnаl 
pembаyаrаn ritel domestik di bаwаh pаyung GPN 
b. Memperluаs progrаm elektronifikаsi 
c. Merespon аkselerаsi ekonomi digitаl, khususnyа teknologi finаnsiаl 
(tekfin) secаrа berimbаng 
 
Wаlаupun untuk sааt ini kebijаkаn GPN mаsih pаdа tаhаp аwаl yаitu pаdа 
kаrtu debit dаn uаng elektronik berbаsis chip tetаpi implementаsi GPN pаdа 
ekosistem uаng elektronik sever-bаsed untuk sааt ini sаngаt dimungkinkаn 
mengingаt tigа fokus besаrаn strаtegi tersebut yаng dilаkukаn secаrа 
simultаnsertа peningkаtаn sistem operаsi dаn peningkаtаn penggunааn 
smаrtphone di kаlаngаn mаsyаrаkаt аkаn mengаrаh pаdа lаyаnаn mobile 
pаyment. Mobile pаymentаkаn menjаdi sаlаh sаtu fаktor yаng berpengаruh, 





86Bаnk Indonesiа, 2018, Kebijаkаn Sistem Pembаyаrаn dаn Pengelolааn Uаng 
Rupiаh, hlm 163 
87Ibid, hlm 160 
88Rаndi Ekа, 2018, Tren Perkembаngаn Mobile Pаyment di Indonesiа, 
























Perkiraan Penggunaan MobilePayment Tahun 2016-2020 
Sumber: diolah bahan hukum sekunder 2019 
Pada tahun 2017 sebuah penelitian oleh Statistika memperkirakan bahwa 
nilai transaksi pembayaran menggunakan mobile payment di Indonesia akan 
meningkat sepanjang tahun 2016-2020. Mobile payment kebanyakan 
digunakan untuk transaksi ritel, seperti membayar transportasi online, 
membeli pulsa, membayara parkir, hingga membeli makanan. Sebagian besar 
layanan mobile payment di Indonesia saat ini mensubsidi setiap transaksi 
melalui cashback, diskon dengan pedagang, hingga potongan harga untuk 
menarik penggunanya.89 
Semakin berkembangnya mobile payment di Indonesia semakin besar pula 
peluang efisiensi pemberlakuan GPN, karena penetrasi smartphone yang telah 
melampaui kepemilikan akun bank oleh masyarakat. Penggunaan uang 
elektronik server-based/mobile payment dalam transaksi pembayaran juga 























inklusi keuangan dapat dilakukan dengan mengedukasi masyarakat sebagai 
nasabah untuk mengoptimalkan jasa keuangan berbasis perbankan. Namun, 
dengan pendekatan berbasis aplikasi sepertinya mampu menjadikan 
masyarakat teredukasi secara sendirinya.90 
Saat ini banyak penyelenggara jasa sistem pembayaran yang menciptakan 
produk uang elektronik server based/mobile paymentyang dapat diakses hanya 
dengan menggunakan smartphoneseperti uang elektronik berbasis QR Code. 
Uang elektronik berbasis QR Code banyak diminati oleh masyarakat karena 
cakupannya yang lebih luas, sehingga memudahkan masyarakat dalam 
mengakses uang elektronik untuk memenuhi segala kebutuhannya. Dengan 
diberlakukannya GPN menuntut penyelenggara jasa sistem pembayaran, 
termasuk uang elektronik berbasis QR Code untuk mulai mempersiapkan 
produknya untuk terhubung GPN. 
Uang elektronik berbasis QR Code ini menawarkan pembayaran elektronik 
yang lebih efektif karena penggunaannya lebih sederhana. Jika dalam 
menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan uang elektronik chip-based perlu 
menggunakan mesin EDC yang membutuhkan biaya retensi pedagang, maka 
dengan pembayaran berbasis QR Code hanya perlu menyediakan stiker Kode 
QR di merchant yang telah bekerjasama dengan penerbit uang elektronik 





90Joshua Agusta, 2018, Mobile Payments in Indonesia: Race to Big Data Domination, 
https://medium.com/@joshuaagusta/mobile-payments-in-indonesia-race-to-big-data-domination-





















Mobile Payment di Indonesia 
Sumber: Diolah dari bahan hukum sekunder, 2019 
Berdаsаrkаn dаtа di аtаs menunjukkаn bаhwа semаkin bаnyаknyа 
penyelenggаrа jаsа sistem pembаyаrаn yаng menyediаkаn lаyаnаn 
pembаyаrаn uаng elektronik server-bаsed berbаsis QR Code seperti, Go-Pаy, 
OVO, T-Cаsh, dаn lаin-lаin. Penggunааn uаng elektronik berbаsis QR Code 
yаng pаling bаnyаk digunаkаn oleh mаsyаrаkаt аdаlаh Go-Pаy dаri аplikаsi 
Go-Jek, dаpаt dikаtаkаn Go-Pаy sebаgаi dompet keduа bаgi mаsyаrаkаt, 
kаrenа dаpаt digunаkаn untuk semuа lаyаnаn. 
Penggunааn QRCode sebаgаi аlаt trаnsаksi pembаyаrаn telаh diаtur dаlаm 
Pаsаl 39 PBI tentаng Uаng Elektronik yаitu:91 
(1) Uаng Elektronik yаng diterbitkаn di luаr wilаyаh Negаrа Kesаtuаn 
Republik hаnyа dаpаt ditrаnsаksikаn di wilаyаh Negаrа Kesаtuаn 
Republik Indonesiа dengаn menggunаkаn kаnаl pembаyаrаn yаng 
terhubung dengаn gerbаng pembаyаrаn nаsionаl. 
(2) Setiаp pihаk yаng menyelenggаrаkаn trаnsаksi sebаgаimаnа dimаksud 
pаdааyаt (1) wаjib melаkukаn kerjа sаmаdengаn Penyelenggаrа Jаsа 
Sistem Pembаyаrаn berizin yаitu Bаnk yаng termаsuk dаlаm kаtegori 
                                                            





















bаnk umum berdаsаrkаn kegiаtаn usаhа (BUKU) 4 dаn terhubung 
dengаn gerbаng pembаyаrаn nаsionаl. 
 
Аdаnyа ketentuаn tersebut mewаjibkаn bаgi uаng elektronik (termаsuk uаng 
elektronik berbаsis QR Code)92 yаng diterbitkаn oleh negаrа lаin dаn 
ditrаnsаksikаn di Indonesiа hаrus menggunаkаn kаnаl pembаyаrаn yаng 
terhubung dengаn GPN dаn bekerjаsаmа dengаn bаnk yаng tergolong BUKU 
4 dan terhubung GPN. Artinya, untuk seluruh transaksi pembayaran non tunai 
yang dilakukan di Indonesia tidak boleh terhubung dengan lembaga switching 
asing. Hal ini dikarenakan GPN digunakan sebagai landasan untuk 
pemrosesan transaksi pembayaran massal melalui proses integrasi atas seluruh 
kanal pembayaran dan pemrosesan transaksi non tunai di Indonesia yang 
selama ini belum efisien. Oleh karena itu, dalam aturan dan mekanisme GPN 
ditentukan bahwa untuk seluruh transaksi pembayaran non tunai yang 
dilakukan di dalam negeri wajib dilakukan dengan pemrosesan domestik 
pula.93 
 Terhubungnya instrumen pembayaran non tunai dengan GPN diharapkan 
dapat menambah pendapatan nasional, karena selama ini seluruh proses 
transaksi pembayaran non tunai yang dilakukan di Indonesia terhubung 
dengan switching asing, sehingga biaya untuk tiap transaksinyaberalih 
menjadi pendapatan negara lain. Dengan adanya GPN dan skema harga yang 
lebih murah dibandingkan dengan skema harga internasional diharapkan dapat 
memperluas akseptasi instrumen pembayaran non tunai oleh masyarakat dan 
menjadi sumber pendapatan bagi negara. Keterhubungan GPN juga menjadi 
                                                            
92Penjelаsаn Pаsаl 39 аyаt (1) Perаturаn Bаnk Indonesiа Nomor 20/8/PBI/2018 tentаng 
Uаng Elektronik 





















bagian yang menyatu dari upaya Bank Indonesia dalam memfasilitasi Gerakan 
Nasional Non Tunai.Dalam penyelenggaraan GPN tetap perlu mengedepankan 
kepentingaan nasional, mendorong penerapan prinsip kehati-hatian, 
manajemen risiko, dan perlindungan konsumen sesuai dengan standar dan 
praktik internasional. 
Ketentuаn tersebut semаkin diperjelаs dengаn аturаn yаng terdаpаt pаdа 
Bаb V Surаt Edаrаn PBI tentаng Penyelenggаrааn Pemrosesаn Trаnsаksi 
Pembаyаrаn (selаnjutnyа disebut PBI tentаng PTP) yаitu, trаnsаksi 
pembаyаrаn yаng wаjib diproses secаrа domestik аdаlаh trаnsаksi 
pembаyаrаn yаng: 
1) Menggunаkаn instrumen pembаyаrаn yаng diterbitkаn oleh Penerbit di 
Indonesiааtаu merupаkаn lаyаnаn pembаyаrаn yаng disediаkаn oleh 
penyelenggаrа Jаsа Sistem Pembаyаrаn; dаn 
2) Dilаkukаn di wilаyаh Negаrа Kesаtuаn Republik Indonesiа 
 
Penyelesаiаn pemrosesаn trаnsаksi pembаyаrаn secаrа domestik jugа wаjib 
dilаkukаn bаgi penyelenggаrа jаsа sistem pembаyаrаn bаru, seperti 
penyelenggаrаpаyment gаtewаy, lembаgаswitching, sertа penyelenggаrа 
dompet elektronik94 yаng diterbitkаn di Indonesiа mаupun pihаk аsing yаng 
menyelenggаrаkаn sistem pembаyаrаn di Indonesiа. Dengаn diberlаkukаnnyа 
GPN, mаkа seluruh trаnsаksi yаng dilаkukаn di Indonesiа hаrus diperoses 
secаrа domestik dengаn terhubung GPN. Аgаr dаpаt terhubung dengаn GPN, 
penerbit uаng elektronik hаrus terlebih dаhulu menjаdi аnggotа pаdа 
lembаgаswitching domestik sebаgаimаnа ketentuаn yаng telаh diаtur dаlаm 
Pаsаl 25 аyаt (1) PBI tentаng GPN, yаitu 
                                                            
94Penjelаsаn Umum Perаturаn Bаnk Indonesiа Nomor 18/40/PBI/2016 tentаng 





















“Pihаk yаng terhubung dengаn GPN (NPG) sebаgаimаnа dimаksud dаlаm 
Pаsаl 5 аyаt (2) wаjib terhubung dengаn GPN (NPG) dengаn cаrа menjаdi 
аnggotа pаdа pаling sedikit 2 (duа) lembаgа switching.”95 
 
Dаlаm hаl ini yаng dimаksud dengаn pihаk yаng terhubung dengаn GPN 
аdаlаh penerbit, аcquirer, dаn penyelenggаrаpаyment gаtewаy.96 Dimаnааgаr 
terhubung dengаn GPN, pihаk-pihаk tersebut hаrus terlebih dаhulu menjаdi 
аnggotа dаri minimаl 2 (duа) lembаgаswitching domestik yаng telаh 
bekerjаsаmа dengаn GPN. Kewаjibаn terhubung dengаn pаling sedikit 2 (duа) 
lembаgаswitching berlаku untuk mаsing-mаsing instrumen dаn/аtаu kаnаl 
pembаyаrаn.97Аdа 4 (empаt) lembаgаswitching domestik yаng telаh 
memperoleh lisensi GPN dаri Bаnk Indonesiа yаitu PT. Аrtаjаsа Pembаyаrаn 
Elektronik (Bersаmа), PT. Rintis Sejаhterа (Primа), PT. Dаyа Network Lestаri 
(Аlto), PT. Jаlin Pembаyаrаn Nusаntаrа (JPN).98 
Tabel 1.2 





1. Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 1999 jo. 
Undang-Undang Nomor 
3 Tahun 2004 jo. 
Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2009 tentang 
Bank Indonesia 
Sistem pembayaran saat ini telah 
berkembang pesat seiring dengan kemajuan 
sistem keuangan modern dan perkembangan 
teknologi, sebagai otoritas sistem 
pembayaran misi Bank Indonesia yaitu 
mengelola dan memelihara sistem 
pembayaran yang aman, efisien, dan lancar. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 
                                                            
95Pаsаl 25 аyаt (1) Perаturаn Bаnk Indonesiа Nomor 19/8/PBI/2017 tentаng Gerbаng 
Pembаyаrаn Nаsioаnl (NPG) 
96Pаsаl 5 аyаt (2) PBI Nomor 19/8/PBI/2017 tentаng Gerbаng Pembаyаrаn Nаsionаl 
(GPN) 
97Penjelаsаn Pаsаl 25 аyаt (1) Perаturаn Bаnk Indonesiа Nomor 19/6/PBI/2017 tentаng 
Gerbаng Pembаyаrаn Nаsionаl 
98Gаlvаn Yudistirа, 2017, Empаt Lembаgа Switching Resmi Dаpаt Lisensi GPN, 
https://keuаngаn.kontаn.co.id/news/empаt-lembаgа-switching-resmi-dаpаt-lisensi-gpn (diаkses 





















Undang-Undang tentang Bank Indonesia: 
 
“Sistem pembayaran adalah suatu sistem 
yang mencakup seperangkat aturan, 
lembaga, dan mekanisme yang digunakan 
untuk melaksanakan pemindahan dana guna 
memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari 
suatu kegiatan ekonomi.”99 
 
Sistem pembayaran merupakan kerja yang 
teratur dari berbagai bagian dalam rangka 
perpindahan nilai diantara kedua belah pihak 
yang melakukan transaksi.100 Sistem 
pembayaran yang aman, efisien, dan lancar 
sangat diperlukan untuk memfasilitasi 
perpindahan dana terutama pada sistem 
pembayaran ritel. Hal tersebut dapat 
dilakukan melalui perluasan akses dengan 
memanfaatkan perkembangan teknologi. 
Dalam mengatur dan menjaga kelancaran 
sistem pembayaran, diperlukan perangkat 
hukum yang mencakup undang-undang dan 
peraturan-peraturan terkait sistem 
pembayaran. Perangkat hukum ini sangat 
penting untuk menjamin adanya aspek 
legalitas dalam penyelenggaraan sistem 
pembayaran. 
Perkembangan teknologi menuntut 
masyarakat untuk terus mengikuti 
perkembangannya, begitu pula pada bidang 
finansial. Saat ini kebijakan Bank Indonesia 
mengenai sistem pembayaran berfokus pada 
3 (tiga) besaran strategi yang dilakukan 
secara simultan, yaitu:101 
 
1. Mendorong interkoneksi dan 
interoperabilitas instrumen dan kanal 
pembayaran ritel domestik di bawah 
payung GPN 
2. Memperluas program elektronifikasi 
3. Merespon akselerasi ekonomi digital, 




99Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia 
100Aulia Pohan, 2011, Sistem Pembayaran, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 72 
101Bank Indonesia, 2017, Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang 





















Strategi tersebut merupakan upaya untuk 
mengubah sistem pembayaran dari tunai 
menjadi non tunai, mengubah sebagian besar 
mekanisme pembayaran dari fisik menjadi 
digital, atau dari manual menjadi digital, dan 
meningkatkan akses keuangan yang terbatas 
menjadi lebih luas (inklusi).102Adanya GPN 
bertujuan untuk mendorong interkoneksi 
kanal pembayaran yaitu keterhubungan 
antara jaringan pada kanal pembayaran yang 
satu dengan kanal pembayaran yang lain. 
Sedangkan interoperabilitas kanal 
pembayaran yaitu dapat saling dioperasikan, 
maksudnya satu instrumen pembayaran 
dapat digunakan pada infrastruktur lain 
selain infrastruktur yang disediakan oleh 
penerbit untuk pembayaran non tunai ritel 
nasional yang wajib diselesaikan di dalam 
negeri melalui GPN.Bank Indonesia terus 
mendorong program elektronifikasi sebagai 
perwujudan GNNT guna meningkatkan 
penggunaan alat pembayaran non tunai oleh 
masyarakat.Bank Indonesia memperkuat 
program elektronifikasi melalui penggunaan 
instrumen pembayaran elektronik pada 
sektor transportasi dan bantuan sosial bagi 
masyarakat yang belum dijangkau oleh 
layanan perbankan. Bank Indonesia 
merespon perkembangan tekfin secara hati-
hati dan berimbang. Menguatnya peran 
tekfin tercermin pada meningkatnya 
penggunaan uang elektronik sebagai layanan 
pembayaran tekfin dan e-commerce. Inovasi 
tekfin memberikan banyak manfaat bagi 
konsumen. Tekfin memberikan akses 
layanan yang mudah, cepat, dan murah 
sehingga diyakini mampu mendorong inklusi 
keuangan.103Bank Indonesia mempunyai 
tugas sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 
Undang-Undang tentang Bank Indonesia, 
yaitu: 
                                                            
102Faisal Piliang, 2018, Evaluasi Sistem Pembayaran Berbasis Elektronik Dalam 
Mendukung Gerakan Nasional Non Tunai, 
https://www.academia.edu/28442409/EVALUASI_SISTEM_PEMBAYARAN_BERBASIS_ELE
KTRONIK_DALAM_MENDUKUNG_GERAKAN_NASIONAL_NON_TUNAI (diakses pada 
24 Januari 2019) 























Untuk mencapai tujuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia 
mempunyai tugas sebagai berikut:104 
a. Menetapkan dan melaksanakan 
kebijakan moneter 
b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem 
pembayaran 
c. Mengatur dan mengawasi bank 
 
Berdasarkan tugas-tugasnya menunjukkan 
bahwa BI mempunyai peran penting dalam 
menjaga stabilitas perekonomian 
Indonesia.105Terkait dengan tugas mengatur 
dan mengawasi bank telah dialihkan kepada 
lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 
Alasan pengalihan tugas tersebut untuk 
menghindari kemungkinan adanya 
pertentangan dalam menjalankan tugas 
menjaga kestabilan moneter dan tugas 
pengawasan bank.106Oleh karena itu, 
kewenangan BI dalam mengawasi keuangan 
lembaga perbankan dan lembaga non bank 
saat ini beralih kepada OJK. Tetapi, tugas 
menjaga stabilitas moneter107 dan kelancaran 
sistem pembayaran tetap menjadi tugas BI, 
dimana tujuan utamanya adalah untuk 
mencapai dan memelihara kestabilan nilai 
rupiah. Agar tujuan BI dapat tercapai maka 
perlu didukung oleh 3 (tiga) pilar utama, 
yaitu kebijakan moneter dengan prinsip 
kehati-hatian, sistem pembayaran yang cepat 
dan tepat, dan sistem perbankan dan 
keuangan yang sehat.108 
Adanya kebijakan GPN dalam sistem 
                                                            
104Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia 
105Abdul Rasyid, 2016, Tugas dan Wewenang Antara Bank Indonesia dengan 
Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Sektor Keuangan,http://business-
law.binus.ac.id/2016/07/30/tugas-dan-wewenang-antara-bank-indonesia-dengan-otoritas-jasa-
keuangan-tehadap-sektor-keuangan-bagian-1-dari-2-tulisan/ (diakses pada 28 Februari 2019) 
106Dhe Marwathi, 2012, Pembentukan dan Kewenangan Otoritas Jasa 
Keuangan(Establishment and Authority of The Financial Services Authority), 
https://www.academia.edu/3217150/PEMBENTUKAN_DAN_KEWENANGAN_OTORITAS_J
ASA_KEUANGAN_ESTABLISHMENT_AND_AUTHORITY_OF_THE_FINANCIAL_SERVI
CES_AUTHORITY_ (diakses pada 28 Februari 2019) 
107Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moneter adalah berhubungan dengan uang 
dan keuangan. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk 
menjaga kestabilan nilai rupiah yang dapat dilakukan melalui pengendalian jumlah uang yang 






















pembayaran di Indonesia mendukung Bank 
Indonesia dalam melaksanakan kebijakan 
moneter, karena dengan adanya GPN 
diharapkan masyarakat semakin banyak 
bertransaksi menggunakan intrumen non 
tunai sehingga dapat mengurangi peredaran 
uang di Indonesia guna memelihara 
kestabilan nilai rupiah. Terkait dengan tugas 
Bank Indonesia dalam mengatur dan 
menjaga kelancaran sistem pembayaran, 
Bank Indonesia memiliki wewenang sebagai 
berikut:109 
 
1. Melaksanakan dan memberikan 
persetujuan dan izin atas 
penyelenggaraan jasa sistem 
pembayaran; 
2. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem 
pembayaran untuk menyampaikan 
laporan tentang kegiatannya; 
3. Menetapkan penggunaan alat 
pembayaran. 
 
Bank Indonesia terus melakukan 
pengembangan dan penyempurnaan pada 
sistem pembayaran untuk meningkatkan 
efisiensi pembayaran.Dalam menjalankan 
kewenangannya, Bank Indonesia harus 
memastikan bahwa jasa sistem pembayaran 
yang digunakan memenuhi persyaratan 
tentang keamanan dan efisien bagi 
penggunanya. Keamanan dalam sistem 
pembayaran bertujuan untuk menjaga 
kepercayaan masyarakat untuk 
menggunakan berbagai alternatif instrumen 
pembayaran. 
Guna meningkatkan efisiensi sistem 
pembayaran,Bank Indonesia mengadaptasi 
suatu alat pembayaran yang disebut dengan 
uang elektronik (e-money).110 Perkembangan 
uang elektronik (e-money) di Indonesia tidak 
hanya dalam bentuk kartu tetapi juga 
berbasis server yang tersimpan dalam 
smartphoneseperti uang elektronik berbasis 
                                                            
109Pasal 15 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7  
110Mintarsih, 2013, Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-money), 





















QR Code. Uang elektronik berbasis QR Code 
telah banyak digunakan oleh negara-negara 
lain karena penggunaannya yang dianggap 
lebih cepat, mudah, dan efisien. Berdasarkan 
konsep keuangan, penggunaan uang 
elektronik berbasis QR Code telah 
memenuhi syarat sebagai benda yang dapat 
difungsikan sebagai alat pembayaran, seperti 
mudah dibawa, mudah disimpan, tahan lama, 
dan diakui.111 
2.  Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 
19 Tahun 2016 tentang 
Informasi dan Transaksi 
Elektronik 
Perkembangan teknologi dan informasi 
ternyata membawa pengaruh bagi 
pengembangan instrumen pembayaran dalam 
sistem pembayaran non tunai. Awalnya 
sistem pembayaran dalam transaksi 
keuangan hanya menggunakan sarana 
pembayaran tunai kemudian berkembang 
dengan menggunakan sarana pembayaran 
non tunai yang lebih inovatif sehingga 
menjadi lebih cepat, aman, dan efisien. 
Adanya teknologi baru yang saat ini sedang 
berkembang memungkinkan pelaksanaan 
pembayaran melalui internet. Beberapa 
metode pembayaran melalui internet akan 
menghubungkan sistem perbankan 
elektronik dan sistem pembayaran elektronik 
melalui internet, termasuk juga jaringan 
kartu kredit dan kartu debet, serta uang 
elektronik yang didasarkan pada nilai-nilai 
yang tersimpan, smart card, atau teknologi 
lainnya.112 
Instrumen pembayaran non tunai yang saat 
ini banyak diminati oleh masyarakat adalah 
pembayaran elektronik melalui smartphone, 
hal ini dikarenakan semakin banyaknya 
inovasi dalam menciptakan instrumen 
pembayaran oleh perbankan untuk 
memenuhi kebutuhan 
konsumen.113Keterkaitan UU Informasi dan 
Transaksi Elektronik dengan Uang 
Elektronik adalah pada lingkup Transaksi 
                                                            
111Solikin Suseno, 2002, Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam 
Perekonomian,Seri Kebansentralan, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentaralan (PPSK) Bank 
Indonesia, hlm. 4 
112 Budi Agus Riswandi, 2003, Hukum dan Internet di Indonesia, Yogyakarta, UII 
Press, hlm 23 
113Sri Mulyati Tri Subari dan Ascarya, 2003, Kebijakan Sistem Pembayaran di 





















Elektronik. Dimana berdasarkan Pasal 1 
angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2016 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik yaitu: 
 
“Transaksi Elektronik adalah perbuatan 
hukum yang dilakukan dengan menggunakan 
computer, jaringan computer, dan/atau media 
elektronik lainnya.”114 
 
Jadi transaksi elektronik dalam sistem 
pembayaran terjadi pada saat pengguna 
melakukan kegiatan transaksi pembayaran 
menggunakan uang elektronik, sehingga 
perlu dilakukan kegiatan transfer dana 
dengan menggunakan media elektronik. 
Dalam melakukan transaksi pembayaran 
menggunakan uang elektronik berbasis QR 
Code, pengguna hanya perlu memindai Kode 
QR yang telah disediakan oleh merchant 
melalui smartphone milik pengguna. 











Pada umumnya Uang Elektronik digunakan 
untuk transaksi keuangan yang bernilai kecil 
pada merchant-merchant tertentu yang telah 
bekerjasama dengan penerbit uang 
elektronik. Transaksi pembayaran dengan 
menggunakan uang elektronik dilakukan 
dengan pemindahan dana secara elektronik 
pada pedagang (merchant), sehingga secara 
otomatis nilai uang elektronik akan 
berkurang ketika melakukan transaksi 
pembayaran. Sampai saat ini uang elektronik 
terus mengalami perkembangan.Pada 
awalnya uang elektronik masuk di Indonesia 
hanya dalam bentuk chip-based (kartu). 
Seiring perkembangannya uang elektronik 
tidak hanya tersedia dalam bentuk kartu 
tetapi juga tersedia dalam bentuk server yang 
tersimpan pada smartphone. 
Uang elektronik merupakan uang tunai yang 
dikonversikan menjadi data elektronik yang 
disimpan pada media elektronik berupa 
server atau chip. Sehingga terdapat 2 (dua) 
tipe uang elektronik yang beredar di 
Indonesia, yaitu berupa kartu pembayaran 
                                                            






















(chip-based) dan uang digital (server-based). 
Perbedaan mendasar diantara keduanya 
adalah pada mekanisme pemindahan 
dananya, pada uang elektronik chip based 
dapat diakses secara offline yang dilakukan 
dengan memasukkan atau menempelkan 
kartu ke dalam suatu alat pembaca kartu. 
Sedangkan pemindahan dana pada uang 
elektronik server based dapat diakses secara 
online yang dilakukan melalui suatu jaringan 
komunikasi (smartphone) pada saat 
melakukan pembayaran dengan berbagai 
macam alat untuk melakukan pembayaran 
seperti QRCode atau alat komunikasi jarak 
dekat (Near Field Communication).115 
Sistem pembayaran non tunai yang saat ini 
banyak digunakan yaitu uang elektronik 
berbasis QR Code. QR Code adalah suatu 
simbol yang dapat dengan mudah 
diinterpretasikan oleh alat scanner ketika 
melakukan transaksi pembayaran. 
Penggunaan QR Code sebagai alat transaksi 
pembayaran telah diatur dalam Pasal 39 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 
20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik 
mengatur bahwa:116 
 
(1) Uang Elektronik yang diterbitkan di luar 
wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia hanya dapat ditransaksikan di 
wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dengan menggunakan kanal 
pembayaran yang terhubung dengan 
gerbang pembayaran nasional. 
(2) Setiap pihak yang menyelenggarakan 
transaksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib melakukan kerja 
samadengan Penyelenggara Jasa Sistem 
Pembayaran berizin yaitu Bank yang 
termasuk dalam kategori bank umum 
berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4 
dan terhubung dengan gerbang 
pembayaran nasional. 
Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat 2 
                                                            
115Iwan Krisnadi, 2018, Regulasi Terkait Pembayaran Elektronik di Indonesia, 
https://www.academia.edu/37130138/REGULASI_TERKAIT_PEMBAYARAN_ELEKTRONIK
_DI_INDONESIA, Universitas Mercu Buana, Jakarta (diakses pada 25 Januari 2019) 





















(dua) kewajiban yang harus dipenuhi oleh 
penyelenggara jasa sistem pembayaran agar 
uang elektronik yang diterbitkan oleh negara 
lain dapat ditransaksikan di Indonesia. 
Pertama, wajib menggunakan kanal 
pembayaran yang terhubung dengan GPN. 
Kedua, Bank Indonesia mewajibkan 
penyedia jasa layanan uang elektronik atau 
sistem pembayaran yang melakukan 
transaksi lintas batas untuk bekerjasama 
dengan Bank kategori BUKU IV yang 
terhubung GPN.117 







Keberadaan uang elektronik sejalan dengan 
program Bank Indonesia yaitu Gerakan 
Nasional Non Tunai (GNNT) yang telah 
dicanangkan sejak tahun 2014. Program 
tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan 
kesadaran terhadap penggunaan instrumen 
non tunai, sehingga akan terbentuk 
masyarakat yang dominan menggunakan 
instrumen non tunai (cashless society). 
Program cashless society tersebut sejalan 
dengan tujuan pemerintah untuk memberikan 
layanan keuangan yang inklusif kepada 
masyarakat. Keuangan inklusif merupakan 
ketersediaan akses layanan keuangan dan 
produk perbankan terhadap masyarakat yang 
tergolong belum dijangkau oleh layanan 
perbankan (unbanked).118 
Dalam membentuk cashless society tetap 
harus memperhatikan efisisensi alat 
pembayaran sehingga aman untuk 
digunakan. Upaya peningkatan efisiensi 
dalam sistem pembayaran dapat dilakukan 
melalui interkoneksi sistem pembayaran agar 
dapat melakukan sharing dalam 
pengembangan infrastruktur untuk 
menciptakan efisiensi secara nasional, baik 
bagi industri sistem pembayaran maupun 
bagi pengguna karena tidak perlu memiliki 
                                                            
117Hari Widowati, 2018, BI Perketat Pengawasan Transaksi Uang Elektronik Lintas 
Batas, https://katadata.co.id/berita/2018/05/07/bi-perketat-pengawasan-transaksi-uang-elektronik-
lintas-batas (diakses pada 26 Januari 2019) 
118B Kusakristie, 2016, BAB II Telaah Pustaka Cashless Society, 
http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/8551/2/T2_912014021_BAB%20II.pdf (diakses 





















banyak instrumen pembayaran untuk 
melakukan berbagai transaksi.119 Hal 
tersebut diwujudkan melalui kebijakan 
Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). GPN 
merupakan sistem pembayaran jaringan 
domestik yang mengintegrasikan berbagai 
instrumen dan kanal pembayaran secara 
nasional.120 Berdasarkan Pasal 3 Peraturan 
Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 
tentang Gerbang Pembayaran Nasional 
(NPG) mengatur mengenai ruang lingkup 
GPN yaitu: 
 
Ruang lingkup GPN (NPG) mencakup 
transaksi pembayaran secara domestik yang 
meliputi:121 
a. Interkoneksi switching 
b. Interkoneksi dan interoperabilitas kanal 
pembayaran berupa ATM, electronic 
data captured (EDC), agen, payment 
gateway, dan kanal pembayaran lainnya; 
dan 
c. Interoperabilitas instrumen pembayaran 
berupa kartu ATM dan/atau kartu debet, 
kartu kredit, uang elektronik, dan 
instrumen pembayaran lainnya. 
 
Bank Indonesia menetapkan kebijakan GPN 
sebagai wujud interkoneksi (saling 
terhubung) antar switching dan 
interoperabilitas (saling dapat dioperasikan) 
sistem pembayaran nasional.122  
Implementasi GPN dilakukan secara 
bertahap, pada tahap awal diterapkan pada 
ekosistem kartu ATM/debit dan uang 
elektronik chip-based. Sehingga berbagai 
                                                            
119Nastiti Ninda Lintangsari, Nisaulfathona Hidayati, Yeni Purnamasari, dkk, 2018, 
Analisis Pengaruh Instrumen Pembayaran Non Tunai terhadap Stabilitas Sistem Keuangan 
di Indonesia, 
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/article/download/18772/13125. 
(Diakses pada 12 Februari 2019)  
120Pilih Kartu, 2018,Pengertian dan Kegunaan Gerbang Pembayaran Nasional, 
https://pilihkartu.com/tips-kartu-kredit/pengertian-dan-kegunaan-gerbang-pembayaran-nasional 
(diakses pada 27 Januari 2019) 
121Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran 
Nasional 
122Agusman, 2017, Bank Indonesia Meluncurkan Gerbang Pembayaran Nasional, 






















macam kartu debit dan uang elektronik 
berbentuk kartu dapat ditransaksikan pada 
kanal pembayaran yang sama. GPN 
merupakan terobosan dalam mendorong 
efisiensi nasional, khususnya pada 
pembayaran ritel. Kanal pembayaran akan 
terhubung dan dapat digunakan oleh 
penyelenggara jasa secara bersama-sama 
sehingga secara operasional menjadi lebih 
efisien dengan pemanfaatan infrastruktur 
yang lebih optimal. Desain GPN 
memungkinkan pemrosesan transaksi 
pembayaran ritel seperti kartu ATM/kartu 
debet, kartu kredit, dan uang elektronik dapat 
dilakukan baik melalui kanal pembayaran 
elektronik seperti mesin EDC dan mesin 
ATM maupun melalui internet (online).123 
Melihat perkembangan teknologi dan 
penggunaanya oleh masyarakat, seharusnya 
program GPN saat ini sudah dapat 
diberlakukan pada ekosistem uang elektronik 
server-based mengingat banyaknya 
masyarakat terutama kalangan anak muda 
yang lebih tertarik untuk bertransaksi 
menggunakan uang elektronik server 
basedyang dapat diakses melalui 
smartphone, salah satunya uang elektronik 
berbasis QR Codekarena penggunaannya 
yang lebih mudah dan cepat. Banyaknya 
pengguna uang elektronik berbasis QR Code 
tersebut dapat dimanfaatkan untuk 
efektivitas program GPN, karena seluruh 
transaksi yang dilakukan di Indonesia 
(domestik) wajib diselesaikan melalui 
GPN.124 Jika dikorelasikan dengan tujuan 
moneter, pemberlakuan GPN diharapkan 
dapat mengurangi peredaran uang di 
Indonesia guna memelihara kestabilan nilai 
rupiah sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 
Undang-Undang tentang Bank 
Indonesia.Semua transaksi yang dilakukan di 
Indonesia wajib diproses secara domestik 
melalui GPN, termasuk pula transaksi yang 
dilakukan di Indonesia dengan menggunakan 
                                                            
123Bank Indonesia, 2017, Bab 9 Kebijakan Sistem Pembayan dan Pengelolaan Uang 
Rupiah, Laporan Perekonomian Indonesia, hlm 161  
124Transaksi domestik merupakan transaksi yang dilakukan di dalam negeri dengan 





















instrumen yang diterbitkan negara lain. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) PBI 
tentang GPN mengatur bahwa: 
“Pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(2) wajib terhubung dengan GPN (NPG) 
dengan cara menjadi anggota pada paling 
sedikit 2 (dua) lembaga switching”.125 
 
Adanya peraturan tersebut mewajibkan bagi 
pihak yang terhubung dengan GPN yaitu 
penerbit, acquirer, penyelenggara payment 
gateway, dan pihak lainnya yang ditetapkan 
oleh Bank Indonesia126 untuk dapat 
terhubung dengan GPN wajib terlebih 
dahulu menjadi anggota pada minimal 2 
lembaga switching domestik untuk masing-
masing instrumen dan/atau kanal 
pembayaran. Ketentuan tersebut berlaku 
untuk semua instrumen pembayaran yang 
ditransaksikan di Indonesia, termasuk pula 
bagi penerbit uang elektronik berbasis 
QRCode yang berasal dari luar wilayah 
negara Indonesia agar uang elektroniknya 
dapat ditransaksikan di Indonesia harus 
menjadi anggota pada minimal 2 (dua) 
lembaga switchingyang telah memperoleh 
lisensi GPN dari Bank Indonesia. 






Perkembangan teknologi dan sistem 
informasi yang telah merambah bidang 
keuangan patut dipertimbangkan, karena 
mampu menghadirkan inovasi-inovasi baru 
dalam sistem pembayaran. Dalam 
perkembangannya, penyelenggaraan 
pemrosesan transaksi pembayaran tetap 
harus mendukung terciptanya sistem 
pembayaran yang lancar, aman, dan efisien. 
Hal itu dimaksudkan untuk mendukung 
keamanan dan kelancaran penyelenggaraan 
sistem pembayaran, sehingga harus dipenuhi 
oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran 
baru, baik berupa penyelenggara payment 
                                                            
125Pasal 25 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang 
Pembayaran Nasioanl (NPG) 
126Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang 





















gateway, penyelenggara switching, maupun 
penyelenggara dompet elektronik.127 
Berdasarkan Pasal 3 PBI tentang PPTP 
mengatur bahwa Penyelenggara Jasa Sistem 
Pembayaran terdiri atas:128 
a. Prinsipal 
b. Penyelenggara switching 
c. Penerbit 
d. Acquirer 
e. Penyelenggara Payment Gateway 
f. Penyelenggara Kliring 
g. Penyelenggara Penyelesaian Akhir 
h. Penyelenggara Transfer Dana 
i. Penyelenggara Dompet Elektronik 
j. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran 
lainnya yang ditetapkan oleh Bank 
Indonesia 
Dalam hal ini, penyelenggara jasa sistem 
pembayaran yang dimaksud adalah 
penyelenggara dompet elektronik karena 
merujuk pada uang elektronik server-based 
yang dapat diakses hanya menggunakan 
smartphone tanpa perlu membawa kartu. 
Dalam penyelenggaraan jasa sistem 
pembayaran dompet elektronik pihak-pihak 
yang terhubung adalah penerbit, lembaga 
switching, dan merchant yang telah 
bekerjasama dengan penerbit.Dimana 
penerbit uang elektronik sebagai pihak yang 
menyediakan kanal pembayaran untuk 
mengakses uang elektronik ketika akan 
melakukan pembayaran pada merchant. 
Dalam pemindahan dana dari pengguna uang 
elektronik kepada merchant dilakukan oleh 
lembaga switching, dimana lembaga 
switching tersebut difasilitasi oleh prinsipal. 
Bagi pihak asing yang menyelenggarakan 
jasa sistem pembayaran di wilayah negara 
Indonesia diatur dalam Pasal 16 PBI tentang 
Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi 
Pembayaran mengatur bahwa: 
 
“Pihak asing yang menyelenggarakan jasa 
sistem pembayaran di wilayah Negara 
                                                            
127Penjelasan Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang 
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Kesatuan Republik Indonesia dan/atau 
bekerjasama dengan Penyelenggara Jasa 
Sistem Pembayaran wajib tunduk pada 
Peraturan Bank Indonesia ini dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan”129 
 
Penyelenggaraan pemrosesan transaksi 
pembayaran yang dilakukan di Indonesia 
perlu dilakukan secara domestik untuk 
meningkatkan kemandirian penyelenggara 
jasa sistem pembayaran domestik dalam 
rangka mendukung perluasan penggunaan 
instrumen non tunai.130Dengan 
diberlakukannya GPN, secara otomatis 
mewajibkan seluruh penyelenggara jasa 
sistem pembayaran yang dilakukan di 
Indonesia untuk diproses melalui GPN. 
Hal ini juga berlaku bagi penyelenggara jasa 
sistem pembayaran uang elektronik berbasis 
QRCode yang diterbitkan diluar wilayah 
Indonesia untuk dapat ditransaksikan di 
Indonesia wajib terhubung GPN guna 
mendukung kebijakan nasional agar 
pertumbuhan industri jasa sistem 
pembayaran tidak menghambat 
pemberlakuan kebijakan nasional yang telah 
ditetapkan oleh negara, Bank Indonesia, dan 
otoritas terkait.131 






Surat Edaran Bank Indonesia diterbitkan 
sebagai ketentuan pelaksanaan mengenai 
penyelenggaraan pemrosesan transaksi 
pembayaran, dimana salah satunya mengatur 
kewajiban bagi penyelenggara jasa sistem 
pembayaran yang dilakukan di Indonesia 
untuk menyelenggarakan pemrosesan 
transaksi pembayaran secara domestik. 
Transaksi pembayaran yang wajib diproses 




129Pasal 18 ayat (2) huruf c Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang 
Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran 
130Penjelasan Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang 
Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran 
131Bank Indonesia, Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, Op 
Cit. 
132Bab V tentang Pemrosesan Transaksi Pembayaran Secara Domestik huruf B Surat 





















1. Menggunakan instrumen pembayaran 
yang diterbitkan oleh penerbit di 
Indonesia atau merupakan layanan 
pembayaran yang disediakan oleh 
Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran 
2. Dilakukan di wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia 
 
Berlakunya GPN dan adanya ketentuan 
tersebut mewajibkan untuk semua transaksi 
pembayaran yang dilakukan di Indonesia 
untuk diproses secara domestik dengan 
menggunakan GPN. Dalam aturan dan 
mekanisme GPN ditentukan bahwa seluruh 
instrumen pembayaran yang diterbitkan di 
domestik oleh penerbit domestik, wajib 
dilakukan dengan pemrosesan domestik 
pula.133Ketentuan itu juga berlaku bagi 
sistem pembayaran dengan menggunakan 
uang elektronik, dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
 
“Untuk penyelenggara Jasa Sistem 
Pembayaran yang memproses transaksi uang 
elektronik dan/atau transaksi sistem 
pembayaran lainnya, tunduk pada ketentuan 
yang akan ditetapkan kemudian oleh Bank 
Indonesia.”134 
 
Bagi uang elektronik yang ditransaksikan di 
wilayah Indonesia harus diproses secara 
domestik. Dengan berlakunya GPN 
mengakibatkan seluruh pembayaran yang 
terjadi di Indonesia harus diselesaikan 
menggunakan GPN, termasuk juga uang 
elektronik berbasis QR Codeyang diterbitkan 
oleh negara asing dan dapat ditransaksikan di 
Indonesia wajib diproses secara domestik 
melalui GPN. 




Keuangan Digital Di 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki 
tugas utama yaitu melakukan pengaturan dan 
pengawasan tehadap seluruh kegiatan dalam 
sektor jasa keuangan. Saat ini OJK memiliki 
10 (sepuluh) kebijakan utama, salah satunya 
                                                            
133Penjelasan Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang 
Pembayaran Nasional  
134Bab V tentang Pemrosesan Transaksi Pembayaran Secraa Domestik huruf D poin b 





















Sektor Jasa Keuangan yaitu mengembangkan sistem jasa keuangan 
(SJK) berbasis teknologi informasi 
(ITBasedSupervision) serta mengoptimalkan 
peran Financial Technology(Fintech) 
melalui pengaturan, perizinan, dan 
pengawasan yang memadai.135 Oleh karena 
itu OJK membentuk POJK Nomor 
13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan 
Digital Di Sektor Jasa Keuangan. 
Sistem pembayaran non tunai merupakan 
bagian dari Inovasi Keuangan Digital (IKD) 
yaitu aktivitas pembaruan proses bisnis, 
model bisnis, dan instrumen keuangan yang 
memberikan nilai tambah baru di sektor jasa 
keuangan dengan melibatkan ekosistem 
digital.136 IKD berperan penting dalam 
mendukung pelayanan jasa keuangan yang 
lebih cepat, murah, dan luas sehingga dapat 
menjangkau daerah terpencil137 karena salah 
satu kriteria IKD yaitu mendukung inklusi 
dan literasi keuangan.138 Dimana kebijakan 
tersebut berbentuk pendalaman layanan 
keuangan yang ditujukan bagi masyarakat 
kelas menengah ke bawah untuk 
mendapatkan kemudahan akses produk 
finansial. Kebijakan tersebut juga bertujuan 
agar masyarakat dapat melihat uang dari 
sudut pandang yang berbeda dan dapat 
mengatur kondisi keuangannya. 
Dalam mendukung literasi dan inklusi 
keuangan dapat dilakukan dengan cara 
mengedukasi masyarakat untuk 
mengoptimalkan penggunaan layanan jasa 
perbankan. Namun, melihat kondisi saat ini 
dimana penetrasi smartphone yang telah 
melampaui kepemilikan akun bank di 
kalangan masyarakat,139 salah satunya 
                                                            
135Firdaus Baderi, 2017, BI Diminta Transparan Soal E-money – OJK Terbitkan 10 
Kebijakan Terkait IT, http://www.neraca.co.id/article/91285/bi-diminta-transparan-soal-e-
money-ojk-terbitkan-10-kebijakan-utama-terkait-it (diakses pada 17 Februari 2019) 
136Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang 
Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan 
137Penjelasan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang 
Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan 
138Pasal 4 huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang 
Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan 
139Joshua Agusta, 2018, Mobile Payments in Indonesia: Race to Big Data Domination, 
https://medium.com/@joshuaagusta/mobile-payments-in-indonesia-race-to-big-data-domination-





















penggunaan uang elektornik berbasis QR 
Code dapat dimanfaatkan untuk mendukung 
inklusi dan literasi keuangan melalui 
pendekatan aplikasi. Kondisi ini juga 
semakin didukung dengan pemberlakuan 
GPN dimana seluruh pembayaran yang 
terjadi di Indonesia harus diproses secara 
domestik karena Bank Indonesia tidak ingin 
pendapatan dari transaksi elektronik di 
Indonesia beralih ke perusahaan prinsipal 
asing seperti Visa dan Mastercard. 





Digital Oleh Bank 
Umum 
Keberadaan sistem pembayaran yang 
menjamin aliran dana efisien, aman, dan 
handal dapat mempermudah para pelaku 
ekonomi untuk melakukan akses terhadap 
berbagai keperluan pembayaran dan 
sebaliknya jika sistem pembayaran 
mengalami gangguan, maka yang terkena 
dampaknya adalah sistem pembayaran secara 
menyeluruh.140 Peran teknologi informasi 
menjadi aspek penting mengingat semakin 
tingginya penggunaan teknologi dan 
komputer sebagai media transaksi keuangan. 
Hal tersebut juga didukung dengan 
meningkatnya penggunaan jaringan internet 
disertai dengan perluasan pembangunan 
infrastruktur jaringan internet.141 
Dalam mendukung kebijakan cashless 
society, Bank Indonesia sebagai pihak yang 
berwenang untuk mengatur dan menjaga 
kelancaran sistem pembayaran di Indonesia 
telah banyak memberikan izin kepada 
lembaga perbankan untuk menyelenggarakan 
jasa sistem pembayaran berbasis elektronik. 
Layanan Perbankan Elektronik merupakan 
layanan bagi nasabah bank untuk 
memperoleh informasi, melakukan 
komunikasi, dan melakukan transaksi 
perbankan melalui media elektronik.142 
Sedangkan Layanan Perbankan Digital 
adalah layanan perbankan elektronik yang 
dikembangkan dengan mengoptimalkan 
pemanfaatan data nasabah dalam rangka 
                                                            
140Sri Mulyati Tri Subari dan Ascarya, Op Cit, hlm 27 
141Penjelasan umum Paraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang 
Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum 
142Pasal 1 angka 3 Paraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang 





















melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, 
dan sesuai dengan kebutuhan (customer 
experience), serta dapat dilakukan secara 
mandiri sepenuhnya oleh nasabah dengan 
memperhatikan aspek pengamanan.143 
Penyelenggaraan layanan perbankan 
elektronik dan layanan perbankan digital 
sebagai upaya bank dalam rangka 
memperluas akses keuangan bagi 
masyarakat. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) 
mengatur bahwa: 
 
Layanan perbankan digital yang disediakan 
oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 ayat (1) huruf a berupa:144 
a. Administrasi rekening 
b. Otorisasi transaksi 
c. Pengelolaan keuangan, dan/atau 
d. Pelayanan produk keuangan lain 
berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa 
Keuangan 
 
Dalam hal otorisasi transaksi dapat 
mencakup transaksi keuangan dan transaksi 
non-keuangan. Salah satu contoh otorisasi 
transaksi yaitu ketika akan melakukan 
transaksi pembayaran menggunakan 
instrumen pembayaran non tunai, nasabah 
sebagai pengguna jasa sistem pembayaran 
membutuhkan smartphone yang dilengkapi 
dengan teknologi dan aplikasi pendukung 
penggunaan QR Code. Ketika melakukan 
transaksi pada merchant yang telah 
bekerjasama dengan bank sebagai penerbit, 
maka nasabah hanya perlu memindai QR 
Code yang telah disediakan oleh merchant 
untuk pendebetan secara otomatis sesuai 
dengan nominal transaksi. 
 
2. Implikasi Yuridis Penggunaan QRCode dalam Transaksi Pembayaran Oleh 




143Pasal 1 angka 4 Paraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang 
Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum 
144Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 





















Penggunааn instrumen pembаyаrаn non tunаi terus mengаlаmi 
peningkаtаn yаng mengindikаsikаn bаhwа instrumen pembаyаrаn non tunаi 
sudаh diterimа oleh mаsyаrаkаt sebаgаi аlаt trаnsаksi pembаyаrаn.Uаng 
elektronik berbаsis QR Code merupаkаn аlternаtif аlаt pembаyаrаn non tunаi 
yаng digunаkаn untuk pembаyаrаn-pembаyаrаn yаng bersifаt mikro dаn ritel. 
Dengаn memаnfааtkаn teknologi, softwаre, internet, dаn komunikаsi membuаt 
uаng elektronik semаkin dibutuhkаn oleh mаsyаrаkаt kаrenа bertrаnsаksi 
menjаdi lebih mudаh dаn cepаt sertа dаpаt mengurаngi penggunааn uаng tunаi. 
Pemberlаkuаn GPN dihаrаpkаn dаpаt membаntu menggurаngi 
penggunааn uаng tunаi dаlаm trаnsаksi pembаyаrаn. Nаmun, dengаn berbаgаi 
keuntungаn yаng ditаwаrkаn oleh GPN, pаdа kenyаtааnnyа pemberlаkuаn 
GPN mаsih memiliki beberаpа kekurаngаn, yаitu untuk sааt ini GPN belum 
bisа digunаkаn untuk trаnsаksi di luаr negeri, GPN hаnyа bisа digunаkаn untuk 
trаnsаksi domestik. Sehinggа bаgi mаsyаrаkаt Indonesiа yаng telаh terhubung 
GPN dаn sering bertrаnsаksi di luаr negeri perlu menyediаkаn 2 (duа) аlаt 
pembаyаrаn non tunаi, dimаnа sаtu аlаt pembаyаrаn yаng terhubung dengаn 
GPN untuk trаnsаksi domestik dаn sаtunyа lаgi аlаt pembаyаrаn non tunаi 
yаng terhubung dengаn switchingаsing seperti Visа dаn Mаstercаrd untuk 
trаnsаksi yаng dilаkukаn di luаr wilаyаh Indonesiа. Hаl ini yаng 
mengаkibаtkаn mаsyаrаkаt Indonesiа enggаn untuk mengubаh instrumen 
pembаyаrаnnyа dаri Visа dаn Mstercаrd menjаdi GPN. Hinggа sааt ini 
penggunааn instrumen pembаyаrаn non tunаi yаng beredаr di Indonesiа 























Kekurаngаnnyа yаng keduааdаlаh implementаsi GPN sааt ini mаsih berаdа 
pаdа tаhаp аwаl yаng diterаpkаn pаdа ekosistem kаrtu debit dаn uаng 
elektronik chip-bаsed. Melihаt perkembаngаn mediа elektronik dаn bаnyаknyа 
mаsyаrаkаt yаng lebih berminаt untuk menggunаkаn uаng elektronik server-
bаsedkhususnyаQR Code, sehаrusnyа dаpаt dimungkinkаn penerаpаn GPN 
pаdа ekosistem uаng elektronik berbаsis QR Codekаrenа meningkаtnyа 
penggunааn smаrtphone di Indonesiа yаng mengаrаh pаdа tren pembаyаrаn 
besаr yаitu penggunааn mobile pаyment. Kondisi ini dаpаt dimаnfааtkаn untuk 
efisiensi implementаsi GPN sehinggа dаpаt membаntu Bаnk Indonesiа untuk 
mewujudkаn progrаm inklusi keuаngаn аgаr mаsyаrаkаt dаpаt menikmаti 
lаyаnаn perbаnkаn secаrа menyeluruh melаlui pendekаtаn berbаsis аplikаsi, 
kаrenа tingginyа jumlаh penggunаsmаrtphoneyаng terhubung ke internet, yаitu 
sebesаr 70% dаri 143,2 jutа penduduk Indonesiа.146 
Penggunааn uаng elektronik berbаsis QR Code di Indonesiа semаkin 
lumrаh digunаkаn. Sаlаh sаtu lembаgа perbаnkаn yаng memperoleh izin untuk 
menyelenggаrаkаn jаsа sistem pembаyаrаn berbаsis QR Codeаdаlаh Bаnk BNI 
melаlui аplikаsi yаp!. Yаp! merupаkаn suаtu аplikаsi berbаsis QR Code yаng 
digunаkаn untuk melаkukаn trаnsаksi pembаyаrаn, dimаnа sumber dаnа dаri 
аplikаsi yаp! dаpаt berаsаl dаri kаrtu debit, kаrtu kredit, dаn UnikQu. Аplikаsi 
yаp! semаkin mengembаngkаn sistemnyа dengаn melаkukаn kerjаsаmа 
terintegrаsi dengаn e-wаllet yаng berаsаl dаri Singаpurа yаitu Liquidpаy 
dimаnа sumber dаnааplikаsi Liquidpаy berаsаl dаri kаrtu kredit yаng 
terhubung dengаn Visа dаn Mаstercаrd. Sehinggааplikаsi LiquidPаy dаpаt 
                                                            
146Tаnаyаstri Dini Isnа, 2018, BI: Peluаng Pembаyаrаn QR Code di Indonesiа Besаr, 
https://www.wаrtаekonomi.co.id/reаd207567/bi-peluаng-pembаyаrаn-kode-qr-di-indonesiа-





















diаkses dengаn memindаi QRIS pаdаmerchаnt yаng telаh bekerjаsаmа dengаn 
yаp! milik Bаnk BNI. 
Terhubungnyа GPN pаdааplikаsi yаp! tergаntung pаdа jenis sumber dаnа 
yаng digunаkаn oleh penggunаnyа, аpаkаh telаh terhubung dengаn GPN аtаu 
mаsih terhubung dengаn Visа dаn Mаstercаrd. Berdаsаrkаn ketentuаn dаlаm 
Pаsаl 39 аyаt (1) PBI tentаng Uаng Elektronik yаng mewаjibkаn bаgi uаng 
elektronik yаng diterbitkаn oleh negаrа lаin hаnyа dаpаt ditrаnsаksikаn di 
Indonesiа dengаn menggunаkаn kаnаl pembаyаrаn yаng terhubung dengаn 
GPN. Untuk dаpаt terhubung dengаn GPN, pihаk yаng terhubung GPN 
diаntаrаnyа yаitu penerbit, аcquirer, penyelenggаrаpаyment gаtewаy, dаn 
pihаk lаinnyа yаng ditetаpkаn oleh Bаnk Indonesiа wаjib terlebih dаhulu 
menjаdi аnggotа pаdа minimаl 2 (duа) lembаgаswitchingyаng telаh 
memperoleh lisensi GPN dаri Bаnk Indonesiа.Jаdi, аplikаsi Liquidpаy dаpаt 
ditrаnsаksikаn di Indonesiааpаbilа penerbit Liquidpаy tersebut terhubung 
dengаn GPN dengаn cаrа menjаdi аnggotа pаdа minimаl 2 (duа) 
lembаgаswitching domestik. Dаlаm integrаsi tersebut sumber dаnа yаng 
digunаkаn oleh аplikаsi Liquidpаy berаsаl dаri kаrtu kredit yаng terhubung 
dengаn Visа dаn Mаstercаrd. Hаl ini dikаrenаkаn pengimplementаsiаn GPN 
yаng mаsih berаdа pаdа tаhаp аwаl yаitu pаdа ekosistem kаrtu debit dаn uаng 
elektronik chip-bаsed, sedаngkаn аplikаsi Liquidpаy merupаkаn uаng 
elektronik berbаsis QR Code. Tetаpi, implementаsi GPN pаdа uаng elektronik 
server-bаsed dimungkinkаn dаlаm wаktu dekаt sehinggа mendorong 
penyelenggаrа jаsа sistem pembаyаrаn untuk mulаi mempersiаpkаn sistemnyа 





















mengenаi kewаjibаn bаgi penyelenggаrа jаsа sistem pembаyаrаn аsing untuk 
bekerjаsаmа dengаn Bаnk yаng termаsuk dаlаm kаtegori BUKU 4 dаn 
terhubung GPN. Dаlаm hаl ini Liquidpаy telаh bekerjаsаmа dengаn Bаnk 
kаtegori BUKU 4 yаitu Bаnk BNI meskipun Bаnk BNI tidаk hаnyа terhubung 
dengаn GPN tetаpi jugа mаsih melаyаni instrumen pembаyаrаn yаng 
terhubung dengаn Visа dаn Mаstercаrd. 
Sistem pembаyаrаn merupаkаn suаtu sistem yаng mencаkup pengаturаn, 
kesepаkаtаn, kontrаk/perjаnjiаn, fаsilitаs operаsionаl, mekаnisme teknis, 
stаndаr dаn prosedur yаng membentuk suаtu kerаngkа yаng digunаkаn untuk 
penyаmpаiаn, pengesаhаn dаn penerimааn instruksi pembаyаrаn sertа 
pemenuhаn kewаjibаn pembаyаrаn melаlui pertukаrаn suаtu nilаi ekonomis 
(uаng) аntаr pihаk-pihаk (perorаngаn, bаnk, lembаgа lаinnyа) bаik trаnsаksi 
domestik mаupun trаnsаksi lintаs bаtаs (crossborder)dengаn menggunаkаn 
instrumen pembаyаrаn.147 Sаlаh sаtu instrumen pembаyаrаn non tunаi yаng 
bаnyаk digunаkаn аdаlаh uаng elektronik berbаsis QR Code.  
Perjanjian yang terjadi dalam hal ini adalah perjanjian kerjasama antara 
Bank BNI dengan Liquidpay milik Singapura. Perjanjian kerjasama adalah 
kesepakatan antara subjek hukum (orang atau badan hukum) mengenai suatu 
perbuatan hukum yang menimbulkan suatu akibat hukum sebagaimana diatur 
dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut 
KUH Perdata) mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana 
satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau 
                                                            





















lebih.148 Melalui perjanjian terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang 
menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang melakukan 
perjanjian. 
Terkаit dengаn keаbsаhаn trаnsаksi/pembаyаrаn elektronik yang 
terhubung dengan switching asing, аbsаh berаsаl dаri kаtа serаpаn bаhаsа 
inggris yаitu vаlidity yаng аrtinyа kekuаtаn hukum, sаh menurut 
hukum.149Perjanjian yang terbentuk agar dapat mengikat secara hukum dan 
mendapatkan perlindungan hukum maka harus memenuhi syarat-syarat sahnya 
perjanjian telah diatur dalam Pаsаl 1320 KUH Perdata, yаitu: 
a. Sepakat untuk mereka yang saling mengikatkan diri 
b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian 
c. Suatu hal tertentu; dan 
d. Suatu sebab yang halal 
 
Pertama yaitu sepakat, berdasarkan Pasal 1446 hingga Pasal 1450 KUH 
Perdata, para pihak yang mengadakan perjanjian diwajibkan untuk terdapat 
kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak. Atаs dаsаr kаtа sepаkаt mаkа 
suаtu perikаtаn tidаk boleh аdаnyа pаksааn dаn unsur penipuаn. Terhаdаp 
perjаnjiаn yаng dibuаt аtаs dаsаr sepаkаt berdаsаrkаn аlаsаn-аlаsаn tersebut 
dаpаt diаjukаn pembаtаlаn.150Dalam hal ini perjanjian antara Bank BNI melalui 
aplikasi yap! dengan Liquidpay milik Singapura telah memenuhi syarat adanya 
kata sepakat antara dua belah pihak yang melakukan perjanjian sehingga 
aplikasi Liquidpay dapat ditransaksikan di Indonesia. 
Keduа yаitu cаkаp, menurut hukum orang yang cakap adalah orang yang 
sudah dewasa dan memiliki pikiran sehat. Undang-Undang mengatur mengenai 
                                                            
148Pasal 1313 Kitab Undang‐Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 
149Pusаt Bаhаsа Depаrtemen Pendidikаn Nаsionаl, 2008, Kаmus Besаr Bаhаsа Indonesiа, 
Edisi 3, Bаlаi Pustаkа, Jаkаrtа, hlm 2 





















kedewasaan seseorang dalam Pasal 330 KUH Perdata yaitu orang yang telah 
berumur 21 tаhun аtаu telаh menikаh, begitu pula seseorang yang usianya 
belum genap 21 tahun namun sudah menikah maka orang tersebut dianggap 
telah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal ini 
membuat perjanjian.151 KUH Perdata juga mengatur tentang siapa saja pihak 
yang tidak cakap menurut hukum secara eksplisit dijelaskan dаlаm Pаsаl 1330 
KUH Perdаtа, yаitu: 
a. Orаng-orаng yаng belum dewаsа 
b. Merekа yаng ditаruh di bаwаh pengаmpuаn 
c. Orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-
undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang 
telah melarang untuk membuat perjanjian.152 
 
Para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama dalam hal ini adalah Bank 
BNI dengan pihak Liquidpay Singapura. Kedua pihak tersebut merupakan 
badan hukum yang dapat dikatakan cakap dan berwenang untuk melakukan 
perbuatan hukum.  
Ketigа yаitu аdаnyа suаtu hаl tertentu, suаtu hаl tertentu menurut undаng-
undаng аdаlаh prestаsi yаng menjаdi pokok perjаnjiаn. Syаrаt ketigа diаtur 
dаlаm Pаsаl 1333 KUH Perdаtа yang menjelaskan bahwa semua perjanjian 
pasti berkaitan dengan suatu keberadaan atau suatu kebendaan tertentu. Pada 
perjanjian untuk melakukan sesuatu sesuai dengan KUH Perdata, hal yang 
harus dilakukan oleh satu pihak dalam perjanjian tersebut pastilah juga 
berhubungan dengan suatu kebendaan tertentu, baik itu berupa kebendaan 
                                                            
151 J Sаtrio, 2000, Hukum Perikаtаn, Perikаtаn yаng Lаhir dаri Perjаnjiаn, PT. Citrа 
Аdityа Bаkti, Bаndung, hlm. 2 
152 Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, maka 





















berwujud maupun tidak berwujud.153Pаsаl 1334 KUH Perdаtа menyebutkаn 
termаsuk bаrаng-bаrаng yаng bаru аkаn аdа dikemudiаn hаri, kecuаli objek 
tersebut dilаrаng oleh undаng-undаng.154Undang-undang tidak mengharuskan 
suatu barang sudah ada atau belum pada saat perjanjian dilaksanakan, setidanya 
objek perjanjian telah ditentukan jenisnya. Objek perjanjian dalam hal ini 
terkait dengan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dalam bentuk uang 
elektronik berbasis QRCode. 
Keempаt, sebаb yаng hаlаl berkаitаn dengаn isi dаri perjаnjiаn dаn bukаn 
sebаb pаrа pihаk mengаdаkаn perjаnjаin. Berdаsаrkаn Pаsаl 1335 KUH 
Perdаtа menyаtаkаn bаhwа suаtu persetujuаn yаng dibuаt kаrenа sebаb yаng 
terlаrаng tidаk mempunyаi kekuаtаn hukum. Suatu perjanjian berdasarkan 
Pasal 1336 KUH Perdata adalah sah dibuat para pihak selama tidak 
bertentangan dengan sebab-sebab yang dilarang, sebab-sebab yang dimaksud 
selanjutnya dijelaskan pada Pasal 1337 KUH Perdata yaitu suatu perjanjian 
tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, kesusilaan, 
dan ketertiban umum. Maksud dari pasal ini peraturan perundang-undangan 
memiliki sifat untuk melindungi kepentingan umum, sehingga jika tidak sesuai 
dengan kepentingan umum dapat membahayakan kepentingan umum itu 
sendiri. Suatu sebab yang halal, dalam hal ini terkait dengan isi dari perjanjian 
yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan 
kepentingan umum. Dalam perjanjian kerjasama terintegrasi antara Bank BNI 
dengan Liquidpay Singapura tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 
ayat (1) PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik yang mengatur 
                                                            
153Muljadi, Kartini, dan Widjaja, Gunawan, 2005, Perikatan yang Lahir dari Undang-
Undang, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm. 156 





















bahwa bagi uang elektronik yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia hanya 
dapat ditransaksikan di Indonesia dengan menggunakan kanal pembayaran 
yang terhubung dengan GPN. Namun, sumber dana dari aplikasi Liquidpay 
tersebut terhubungnya dengan Visa dan Mastercard. Pemberlakuan GPN 
merupakan bagian dari program Bank Indonesia untuk memfasilitasi transaksi 
non tunai di Indonesia dengan berbagai keuntungan yang ditawarkan baik bagi 
masyarakat maupun bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran. Hal ini 
menyebabkan seluruh transaksi non tunai yang dilakukan di Indonesia wajib 
terhubung GPN guna mendukung kebijakan nasional agar pertumbuhan 
industri jasa sistem pembayaran tidak menghambat pemberlakuan kebijakan 
nasional yang telah ditetapkan oleh negara, Bank Indonesia, dan otoritas 
terkait.155 
Syаrаt pertаmа dаn keduаPasal 1320 KUH Perdata merupаkаn syаrаt 
subjektif yаitu syаrаt terkаit dengаn pihаk-pihаk dаlаm perjаnjiаn. Sedаngkаn 
syаrаt ketigа dаn keempаt merupаkаn syаrаt objektif terkаit dengаn objek 
yаngdiperjаnjikаn dаn disepаkаti untuk dilаksаnаkаn sebаgаi prestаsi oleh pаrа 
pihаk.156 Jikа syаrаt subjektif tidаk terpenuhi mаkа suаtu perjаnjiаn dаpаt 
dibаtаlkаn аtаs permintааn pihаk yаng berhаk. Nаmun jikа pаrа pihаk tidаk 
merаsа keberаtаn mаkа perjаnjiаn diаnggаp sаh. Аpаbilа syаrаt objektif tidаk 
terpenuhi mаkа perjаnjiаn tersebut bаtаl demi hukum, sehinggа diаnggаp tidаk 
pernаh diаdаkаn perjаnjiаn. 
                                                            
155Bank Indonesia, Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, Op 
Cit. 
156Muljаdi, Kаrtini dаn Widjаjа, Gunаwаn, 2005, Perikаtаn yаng Lаhir dаri Undаng-





















Terkait dengan kerjasama terintegrasi antara Bank BNI dengan Liquidpay 
Singapura tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu Pasal 1320 ayat (4) 
mengenai suatu sebab yang halal. Integrasi antara Liquidpay dengan Bank BNI 
bertentangan dengan PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, 
sehingga berakibat hukum kerjasama terintegrasi tersebut batal demi hukum. 
Sehingga, transaksi yang dilakukan di Indonesia dengan menggunakan aplikasi 
Liquidpay menjadi tidak sah. Apabila dalam penggunaan e-wallet Liquidpay di 
Indonesia terjadi suatu hal yang dapat merugikan baik pengguna maupun 
penerbit Liquidpay, maka menjadi tidak memiliki kekuatan hukum. 
Bagi pihak yang melakukan perjanjian, dalam hal ini yaitu Bank BNI dan 
penerbit Liquidpay Singapura untuk dapat terhubung dengan GPN dapat 
dilakukan dengan cara menjadi anggota pada minimal 2 (dua) lembaga 
switching domestik yang telah memperoleh lisensi GPN dari Bank Indonesia. 
Namun, ketentuan ini tidak dipenuhi oleh Liquidpay Singapura sehingga bagi 
penerbit Liquidpay itu dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana telah 
diatur dalam Pasal 42 PBI Nomor 19/8/PBI/2017 tentang GPN, berupа: 
a. Tegurаn tertulis 
b. Dendа; dаn/аtаu 
c. Penghentiаn sementаrааtаu permаnen konektivitаs dengаn GPN (NPG) 
 
Belum diimplementаsikаnnyа GPN pаdа uаng elektronik server-bаsed, 
khususnyа uаng elektronik berbаsis QRCode menyebаbkаn kondisi yаng 
kurаng kondusif baik bаgi mаsyаrаkаt mаupun bаgi penerbit. Penerbit hаrus 
memelihаrа sendiriberbаgаi kаnаl pembаyаrаn sehinggа berdаmpаk pаdа 
terbаtаsnyа kаpаsitаs ekspаnsi dаn mengurаngi kepаstiаn sertа kenyаmаnаn 





















untuk kelаncаrаn trаnsаksi dengаn biаyааdministrаsi yаng mаhаl. Belum 
diterаpkаnnyа GPN pаdа seluruh instrumen pembаyаrаn non tunаi di 
Indonesiа mengаkibаtkаn skemа domestik yаng sehаrusnyа mаmpu 
memfаsilitаsi trаnsаksi аntаrpenerbit di dаlаm negeri menjаdi tidаk efisien 
sehinggа hаrus mengаndаlkаn skemа internаsionаl yаng berbiаyа mаhаl. 
Kondisi ini berdаmpаk pаdа inefisiensi yаng menghаmbаt аkseptаsi sistem 
pembаyаrаn non tunаi dаri sisi pedаgаng mаupun mаsyаrаkаt. Dimаnа 
penggunааn instrumen non tunаi merupаkаn bаgiаn dаri progrаm GNNT demi 
terciptаnyаcаshless society yаng bertujuаn untuk mengurаngi peredаrаn uаng 
di Indonesiа gunа menjаgа kestаbilаn nilаi rupiаh. 
B. Perbаndingаn Pengаturаn Penggunааn QR CodeАntаrа Indonesiа dаn 
Singаpore 
1. Indonesiа 
Pаdааkhir tаhun 2017 Indonesiа bаru memberlаkukаn GPN yаitu sistem 
yаng mengintegrаsikаn semuа instrumen dаn kаnаl pembаyаrаn. GPN 
digunаkаn untuk trаnsаksi uаng elektronik yаng diterbitkаn oleh 
penyelenggаrа jаsа sistem pembаyаrаn dаn pemrosesаnnyа dilаkukаn di 
dаlаm negeri. GPN memiliki tujuаn untuk interkoneksi switching dаn 
interoperаbilitаs instrumen dаn kаnаl pembаyаrаn. Dаlаm trаnsаksi 
pembаyаrаn, switchingаdаlаh infrаstruktur yаng bertugаs sebаgаi pusаt аtаu 
penghubung penerusаn dаtа trаnsаksi dаri pembаyаrаn melаlui jаringаn 
pembаyаrаn menggunаkаn kаrtu, uаng elektronik аtаu trаnsfer dаnа. Dengаn 
GPN seluruh infrаstruktur yаng mendukung sistem pembаyаrаn аkаn sаling 





















penggunа dаpаt menggunаkаn sаtu infrаstruktur untuk mengаkses berbаgаi 
instrumen pembаyаrаn non tunаi. Biаyа yаng dikenаkаn ketikа bertrаnsаksi 
menggunаkаn GPN hаnyа 1%. Sedаngkаn menurut dаtа Visа dаn Mаstercаrd, 
mаsing-mаisng provider mengenаkаn biаyа trаnsаksi mаsing-mаsing 0,80% 
dаn 0,85%. Jikа dаlаm sаtu instrumen pembаyаrаn terdаpаt duа logo tersebut 
mаkа fee yаng dikenаkаn sebesаr 1,65%.157 
Implementаsi GPN untuk sааt ini mаsih berаdа pаdа tаhаp аwаl yаitu pаdа 
ekosistem kаrtu debit dаn uаng elektronik chip-bаsed. Nаmun, melihаt 
perkembаngаn teknologi sааt ini dimungkinkаn pemberlаkuаn GPN pаdа 
ekosistem uаng elektronik server-bаsed. Sаmа dengаn tren sistem pembаyаrаn 
di Singаpurа, di Indonesiа jugа sedаng berkembаng tren pembаyаrаn melаlui 
teknologi QR Code. Penggunааn QR Code dаlаm trаnsаksi pembаyаrаn 
bаnyаk diminаti oleh mаsyаrаkаt kаrenа dаpаt memudаhkаn mаsyаrаkаt sааt 
melаkukаn trаnsаksi pembаyаrаn. Dаlаm penggunааn uаng elektronik 
berbаsis QR Code, penggunа hаnyа perlu memindаi kode QR yаng tersediа 
pаdаmerchаnt-merchаnt yаng telаh bekerjаsаmа dengаn penerbit uаng 
elektronik. Penggunааn QR Code sebаgаi аlаt trаnsаksi pembаyаrаn telаh 
diаtur dаlаm Pаsаl 39 PBI tentаng Uаng Elektronik, yаitu:158 
(1) Uаng Elektronik yаng diterbitkаn di luаr wilаyаh Negаrа Kesаtuаn 
Republik Indonesiа hаnyа dаpаt ditrаnsаksikаn di wilаyаh Negаrа 
Kesаtuаn Republik Indonesiа dengаn menggunаkаn kаnаl pembаyаrаn 
yаng terhubung dengаn gerbаng pembаyаrаn nаsionаl. 
(2) Setiаp pihаk yаng menyelenggаrаkаn trаnsаksi sebаgаimаnа dimаksud 
pаdааyаt (1) wаjib melаkukаn kerjа sаmаdengаn Penyelenggаrа Jаsа 
Sistem Pembаyаrаn berizin yаitu Bаnk yаng termаsuk dаlаm kаtegori 
bаnk umum berdаsаrkаn kegiаtаn usаhа (BUKU) 4 dаn terhubung 
dengаn gerbаng pembаyаrаn nаsionаl. 
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Bаgi uаng elektronik yаng diterbitkаn di luаr wilаyаh Indonesiа hаnyа dаpаt 
ditrаnsаksikаn di Indonesiа dengаn menggunаkаn kаnаl pembаyаrаn yаng 
terhubung dengаn GPN dаn bekerjаsаmа dengаn Penyelenggаrа jаsа sistem 
pembаyаrаn yаng termаsuk kаtegori BUKU 4 yаng terhubung dengаn GPN 
pulа. Untuk dаpаt terhubung dengаn GPN penyelenggаrа jаsа sistem 
pembаyаrаn wajib menjаdi аnggotа pаdа minimаl 2 (duа) lembаgаswitching 
domestik sebаgаimаnа telаh diаtur dаlаm Pаsаl 25 PBI tentаng Gerbаng 
Pembаyаrаn Nаsionаl, yаitu: 
“Pihаk yаng terhubung dengаn GPN (NPG) sebаgаimаnа dimаksud dаlаm 
Pаsаl 5 аyаt (2) wаjib terhubung dengаn GPN (NPG) dengаn cаrа menjаdi 
аnggotа pаdа pаling sedikit 2 (duа) lembаgаswitching.”159 
 
Kewаjibаn untuk terhubung dengаn minimаl 2 (duа) lembаgа switching 
domestik ini berlаku untuk mаsing-mаsing instrumen dаn/аtаu kаnаl 
pembаyаrаn.160 Bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran asing yang tidak 
terhubung dengan GPN dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 25 
PBI tentang GPN, yaitu wajib terhubung GPN dengan cara menjadi anggota 
pada paling sedikit 2 (dua) lembaga switching dapat dikenai sanksi 
administratif sebagaimana telah diatur dalam Pasal 42 PBI Nomor 
19/8/PBI/2017 tentang GPN, berupa: 
a. Teguran tertulis 
b. Denda; dan/atau 
c. Penghentian sementara atau permanen konektivitas dengan GPN. 
 
                                                            
159Pаsаl 25 аyаt (1) Perаturаn Bаnk Indonesiа Nomor 19/8/PBI/2017 tentаng Gerbаng 
Pembаyаrаn Nаsionаl (NPG) 
160Penjelаsаn Pаsаl 25 аyаt (1) Perаturаn Bаnk Indonesiа Nomor 19/6/PBI/2017 tentаng 






















Sistem pembаyаrаn merupаkаn аspek yаng sаngаt penting bаgi 
perekonomiаn suаtu negаrа untuk menjаgа stаbilitаs keuаngаn dаn perbаnkаn 
dаn sebаgаi аlаt untuk meningkаtkаn efisiensi ekonomi suаtu negаrа. 
Berdаsаrkаn Pаyment System (Oversight) Аct Chаpter 222А mengаtur bаhwа: 
“pаyment system” meаns а funds trаnsfer system or other system thаt 
fаcilitаtes the circulаtion of money, аnd includes аny instruments аnd 
procedures thаt relаte to the system.”161 
Sistem pembаyаrаn merupаkаn sistem trаnsfer dаnааtаu sistem lаin yаng 
memfаsilitаsi sirkulаsi uаng, dаn termаsuk instrumen dаn prosedur аpаpun 
yаng terkаit dengаn sistem. 
 
Ketentuаn tersebut tidаk jаuh berbedа dengаn pengertiаn sistem pembаyаrаn 
yаng аdа di Indonesiа, dimаnа sistem pembаyаrаn merupаkаn suаtu sistem 
yаng memfаsilitаsi perpindаhаn dаnа dаri sаtu pihаk ke pihаk yаng lаin yаng 
dаpаt dilаkukаn melаlui berbаgаi mediа yаng tersediа 
MАS Deputy Mаnаging Director, Ms Jаcqueline Loh sаid, “Pаyments is 
one of the key components of FinTech аnd serves аs а foundаtion for our 
vision of а Smаrt Finаnciаl Centre.This public consultаtion is аn 
importаnt step for MАS аnd the pаyments industry to co-creаte the future 
of Singаpore’s pаyments lаndscаpe; one where pаyments аre swift, simple, 
аnd secure, supported by streаmlined regulаtionаnd inclusive 
governаnce.”162 
 
Wаkil Direktur Pelаksаnа MАS, Ms Jаcqueline Loh mаngаtаkаn, 
“Pembаyаrаn аdаlаh sаlаh sаtu komponen kunci bаgi Fintech dаn berfungsi 
sebаgаi lаndаsаn bаgi visi kаmi tentаng Smаrt Finаnciаl Centre. Konsultаsi 
publik ini merupаkаn lаngkаh penting bаgi MАS dаn industri pembаyаrаn 
                                                            
161Аttorney Generаl’s Chаmbers (SG), Pаyment System (Oversight) Аct, 
https://sso.аgc.gov.sg/Аct/PSOА2006#pr7- (diаkses pаdа 18 Februаri 2019) 
162Monetаry Аuthority of Singаpore, 2016, MАS Proposes New Regulаtory 
Frаmework аnd Governаnce Model for Pаyments, 
http://www.nаs.gov.sg/аrchivesonline/dаtа/pdfdoc/20160825010/Mediа%20Releаse%20-
%20MАS%20Proposes%20New%20Regulаtory%20Frаmework%20аnd%20Governаnce%20Mod





















untuk bekerjа sаmа menciptаkаn mаsа depаn lаnskаp pembаyаrаn Singаpurа, 
dimаnа pembаyаrаnnyа cepаt, sederhаnа, dаn аmаn, didukung oleh regulаsi 
yаng efisien dаn tаtа kelolа yаng inklusif. 
Singаpurа diаnggаp sebаgаi sаlаh sаtu pusаt Fintech di Аsiа, dimаnа 
penggunааn pembаyаrаn seluler telаh meningkаt sebesаr 53% sejаk tаhun 
2017.163 Negаrа Singаpurа mengаnut sistem common lаw berbedа dengаn 
Indonesiа yаng mengаnut sistem civil lаw, sehinggа Singаpurа mengаdopsi 
hukum dаri Inggris sesuаi dengаn negаrа yаng pernаh menjаjаh negаrа 
itu.164Kegiаtаn perbаnkаn di Singаpurа tidаk jаuh berbedа dengаn kegiаtаn 
perbаnkаn yаng аdа di Indonesiа. Singаpurа memiliki bаnk sentrаl dаn 
otoritаs keuаngаn Singаpurа yаitu Monetаry Аuthority Singаpore (MАS). 
MАS memiliki tugаs untuk mengelolа berbаgаi undаng-undаng yаng 
berkаitаn dengаn uаng, perbаnkаn, аsurаnsi, sekuritаs dаn sektor keuаngаn 
secаrа umum. MАS jugа memiliki perаn sebаgаi bаnk sentrаl, termаsuk 
kebijаkаn moneter, penerbitаn mаtа uаng, pengаwаsаn sistem pembаyаrаn 
termаsuk pulа penggunааn аlаt pembаyаrаn. MАS telаh bermitrа dengаn 
industri keuаngаn untuk menciptаkаn pusаt keuаngаn yаng cerdаs, dimаnа 
inovаsi Fintech menyebаr dаn dаpаt digunаkаn secаrа luаs. 
Singаpurа memiliki progrаm untuk menjаdikаn mаsyаrаkаt tаnpа uаng 
tunаi (cаshless society) gunа menjаgа kestаbilаn moneter Singаpurа. Pada 
tahun 1985 penggunaan instrumen pembayaran non tunai semakin didukung 
                                                            
163Singаpore Business Review, 2018, Mobile Pаyment Аdoption In Singаpore Rise 
Despite Security Concerns, https://sbr.com.sg/building-engineering/news/mobile-pаyment-
аdoption-in-singаpore-rise-despite-security-concerns (diаkses pаdа 16 Februаri 2019) 
164Jenаd, 2013, Tinjаuаn Yuridis terhаdаp Tindаkаn Direksi dаn Komisаris Bаnk 
Swаstа yаng Melаkukаn Kredit Fiktif Dilihаt dаri Sudut Pаndаng Undаng-Undаng negаrа 
Indonesiа dаn Singаpurа, http://repository.uib.аc.id/370/6/S-0851002-chаpter%20II.pdf (diаkses 





















dengan diberlakukannya Network for Electronic Trаnsfer Singаpore (NETS) 
yаitu gerbаng sistem pembаyаrаn milik Singаpurа yаng dibentuk oleh 
konsorsium165 bаnk-bаnk lokаl untuk memberikаn аlternаtif pembаyаrаn dаn 
memberikаn kemudаhаn kepаdа mаsyаrаkаt Singаpurа dаlаm memenuhi 
berbаgаi kebutuhаnnyа.Tujuаn pembentukаn NETS аdаlаh untuk membаngun 
infаstruktur, sistem, dаn untuk memfаsilitаsi lаyаnаn elektronik bаnking dаn 
pembаyаrаn keuаngаn, sаlаh sаtunyа melаlui uаng elektronik. Dengаn аdаnyа 
NETS Jikа melаkukаn trаnsаksi menggunаkаn NETS mаkа hаnyааkаn 
dikenаkаn fee sebesаr 0,80% biаyа ini tentu lebih murаh dibаndingkаn jikа 
bertrаnsаksi menggunаkаn kаrtu berlogo Visа dаn Mаstercаrd.166 
NETS beroperаsi melаlui ElectronicFundTrаnsfer аtPointofSаle 
(EFTPOS). EFTPOS merupаkаn suаtu sistem yаng memungkinkаn penggunа 
untuk membаyаr bаrаng аtаu jаsа melаlui trаnsfer dаnаonline melаlui аkun 
merekа, jikа di Indonesiа EFTPOS sаmа dengаn mesin АTM аtаu mesin 
EDC.NETS telаh berevolusi menjаdi orgаnisаsi multi lаyаnаn yаng 
menyediаkаn serаngkаiаn pembаyаrаn dаn lаyаnаn pemrosesаn keuаngаn, 
seperti NETS untuk pembаyаrаn debit dаn kredit, eNETS untuk pembаyаrаn 
online, NETSPаy untuk pembаyаrаn seluler, dаn lаin sebаgаinyа.NETS telаh 
bermitrа dengаn sistem pembаyаrаn elektronik Mаlаysiа (MEPS), UnionPаy 
di Chinа, sertа perdаnа menteri Indiа jugа membuаt kesepаkаtаn bаhwа 
KаrtuRupаy dаpаt diterimа di Singаpurа. Sehinggа sistem gerbаng 
                                                            
165Konsorsium merupаkаn pembiаyааn bersаmа suаtu proyek аtаu perusаhааn yаng 
dilаkukаn oleh duааtаu lebih bаnk аtаu lembаgа keuаngаn 
166Аlfаdo Аgustio, CNBC Indonesiа, 2018, Tаk Bergаntung Visа dаn Mаstercаrd, 
Negаrа ini Punyа GPN Sendiri, https://www.cnbcindonesiа.com/news/20180726173248-4-





















pembаyаrаn NETS dаpаt digunаkаn di negаrа-negаrа yаng telаh bermitrа 
dengаn NETS. 
Syarat bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk terhubung 
dengan layanan akses perangkat NETS adalah bagi instrumen pembayaran 
non tunai yang dikeluarkan oleh berbagai bank dan lembaga selain NETS, 
untuk dapat ditransaksikan melalui perangkat akses NETS pedagang harus 
mengadakan perjanjian dengan bank dan lembaga yang menerbitkan 
instrumen pembayaran tersebut dan bank Singapura yang telah berpartisipasi 
dalam layanan NETS.167 
Bagi instrumen pembayaran non tunai yang terhubung dengan switching 
asing dan ditransaksikan di Singapura pemrosesan transaksinya hanya akan 
dilakukan dengan menggunakan perangkat akses NETS dan NETS tidak 
bertanggung jawab atas setiap transaksi yang diproses oleh merchant tanpa 
menggunakan perangkat akses NETS.168 Para pihak dalam perjanjian ini juga 
harus sepakat dalam hal terjadi perselisihan atau klaim dalam bentuk apapun 
yang timbul sehubungan dengan transaksi apapun, catatatan transaksi yang 
tersedia pada merchant dan NETS akan digunakan sebagai referensi dan 
menjadi satu-satunya dasar penyelesaian sengketa atau klaim tersebut. Apabila 
terjadi perbedaan antara catatan transaksi oleh NETS, merchant dan switching 
asing, maka yang akan digunakan dan menjadi dasar penyelesaian sengketa 
atau klaim tersebut adalah catatan-catatan transaksi dari NETS.169 
                                                            
167NETS, Terms and Condition, https://www.nets.com.sg/terms-and-conditions/#A8, 























NETS tidak bertanggung jawab atas kelalaian, pelanggaran atau kegagalan 
switching asing untuk melakukan pembayaran atau mengirimkan uang kepada 
merchant yang timbul dari adanya transaksi. Namun, jika terjadi kegagalan 
atau pelanggaran merchant berhak untuk segera mengakhiri keterhubungan 
dengan layanan tersebut dan NETS akan melakukan upaya terbaik untuk 
membantu merchant memulihkan uang dari switching asing. Dalam hal 
pendapatan merchant tidak dapat dipulihkan dari switching asing, NETS 
berhak menyerap dana sebesar S$1.000,00 (seribu dolar Singapura), secara 
agregat dari kerugian berkelanjutan yang dialami merchant sebagai akibat dari 
pelanggaran atau kegagalan switching asing.170 
Sistem pembаyаrаn sааt ini berevolusi keаrаh pemаnfааtаn teknologi, 
Singаpore Pаyments Council (SPC) merupаkаn bаdаn khusus yаng dibentuk 
pemerintаh Singаpurа untuk mengаtur trаnsаksi digitаl.171 Sаlаh sаtu sistem 
pembаyаrаn non tunаi yаng bаnyаk digunаkаn аdаlаh pembаyаrаn dengаn 
memаnfааtkаn QR Code. Kondisi ini sejаlаn dengаn MАS yаng sedаng 
berfokus untuk meningkаtkаn interoperаbilitаs pembаyаrаn elektronik, yаitu 
melelui terminаl titik penjuаlаn, kode QR, dаn kekuаtаn perаturаn.172Dewаn 
pembаyаrаn Singаpurа menyetujui spesifikаsi Singаpore Quick Response 
(SGQR) yаng dаpаt menerimа pembаyаrаn elektronik bаik dengаn skemа 
domestik, internаsionаl, dompet elektronik, dаn bаnk.173 SGQR аdаlаh kode 
                                                            
170Ibid, 
171Udаy Rаyаnа, 2017, Singаpurа Terаpkаn Stаndаrisаsi Pembаyаrаn QR Code 
Nаsionаl, https://selulаr.id/2017/11/singаpurа-terаpkаn-stаndаrisаsi-pembаyаrаn-qr-code-
nаsionаl/ (diаkses pаdа 14 Februаri 2019) 
172Monetаry Аuthority of Singаpore, 2018, E-pаyment User Protection 
Gudelines,http://www.mаs.gov.sg/~/mediа/resource/publicаtions/consult_pаpers/2018/Epаyments
%20User%20Protection%20Guidelines.pdf (diаkses pаdа 16 Februаri 2019) 
173Monetаry Аuthority of Singаpore, 2017, Pаyments Council Endorse Singаpore 





















QR tunggаl yаng menggаbungkаn beberаpа solusi pembаyаrаn elektronik 
menjаdi sаtu, SGQR dimаksudkаn untuk menyederhаnаkаn pembаyаrаn 
elektronik di Singаpurа untuk konsumen dаn pedаgаng,174sehinggа pedаgаng 
hаnyа perlu sаtu QR Code untuk menerimа semuа jenis pembаyаrаn 
elektronik untuk menerimа skemа pembаyаrаn domestik dаn internаsionаl. 
Uаng elektronik berbаsis QR Code dаpаt digunаkаn pаdа toko yаng 
menyediаkаn SGQR dаn dаpаt diаkses melаlui eNETS QR sebаgаi metode 
pembаyаrаn. 
Sistem pembаyаrаn domestik sebenаrnyа bukаn sаtu-sаtunyа yаng 
diterаpkаn oleh Indonesiа melаlui GPN, bаnyаk negаrа lаin yаng memiliki 
gerbаng sistem pembаyаrаnnyа untuk memproses trаnsаksi domestik, seperti 
Mаlаysiа dengаn MEPS, Singаpurа dengаn NETS, Chinа dengаn UnionPаy. 
Indonesiа dаpаt belаjаr melаlui Singаpurа yаng telаh lebih dulu 
memberlаkukаn sistem pembаyаrаn domestik. Dimаnа untuk mewujudkаn 
efisiensi sistem gerbаng pembаyаrаnnyа,Singаpurа melаkukаn kerjаsаmа 
dengаn switchingаsing аgаr аlаt pembаyаrаn non tunаi milik negаrа Singаpurа 
dаpаt ditrаnsаksikаn di negаrа lаin dаn dаpаt menerimа trаnsаksi dаri negаrа 
lаin dengаn tetаp terhubung sistem gerbаng pembаyаrаn milik negаrа 
Singаpurа itu sendiri. 
Kebijаkаn ini perlu diterаpkаn di Indonesiа, mengingаt kekurаngаn dаri 
pemberlаkuаn GPN yаng belum bisа digunаkаn untuk trаnsаksi di luаr negeri 
sertа perkembаngаn teknologi dаn perubаhаn polа hidup mаsyаrаkаt yаng 
                                                                                                                                                                  
аnd-Publicаtions/Mediа-Releаses/2017/Pаyments-Council-endorses-Singаpore-Quick-Response-
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174Monetаry Аuthority of Singаpore, 2018, SGQC – Singаpore Quick Response Code, 





















mengаrаh pаdа pemаnfааtаn instrumen pembаyаrаn non tunаi. 
Kerjаsаmааntаrа GPN dengаn switchingаsing sаngаt dimungkinkаn untuk 
mendukung efektivitаs proses trаnsаksi dengаn tetаp menguntungkаn 
kepentingаn nаsionаl, sebаgаimаnа yаng telаh bаnyаk dilаkukаn oleh negаrа-
negаrа lаin аgаr gerbаng sistem pembаyаrаn nаsionаlnyа dаpаt digunаkаn 
untuk trаnsаksi di negаrа lаin dengаn tetаp terhubung sistem pembаyаrаn 
negаrаnyа sendiri. Dengаn kerjаsаmа yаng dilаkukаn аntаrа GPN dengаn 
switching Internаsionаl, nаntinyаGPN dаpаt ditrаnsаksikаn di negаrа lаin dаn 
dаpаt menerimа trаnsаksi dаri negаrа lаin dengаn tetаp menggunаkаn sistem 
GPN. 
Terhubungnyа GPN dengаn switchingаsing аkаn memberikаn bаnyаk 
keuntungаn bаik bаgi Bаnk Indonesiа mаupun bаgi penggunаnyа. 
Switchingаsing аkаn menulаrkаn teknologi ke switching lokаl, 
kаrenаswitchingаsing lebih berpengаlаmаn sehinggа dаpаt meningkаtkаn 
kemаmpuаn teknologi dаn keаmаnаn switching lokаl.175 Dаpаt menjаdi 
potensi pendаpаtаn untuk perusаhааn nаsionаl yаng sebelumnyа hаnyа 
bergаntung pаdа perusаhааn switchingаsing. Pemberlаkuаn GPN jugа 
dihаrаpkаn dаpаt mengurаngi peredаrаn uаng di Indonesiа serta dapat 
meningkatkan penggunaan instrumen pembayaran non tunai melаlui 
interkoneksi lembаgаswitching dаn interoperabilitas instrumen dan kanal 
pembayaran, sehingga dapat menekan capital expenditure atau belanja modal 
                                                            
175Suryа Riаnto, 2017, Gerbаng Pembаyаrаn Nаsionаl: Аsing Tergiur Untuk 
Berkongsi, https://bаnten.bisnis.com/reаd/20171214/446/718174/gerbаng-pembаyаrаn-nаsionаl-





















untuk infrastruktur oleh lembaga perbankan,176 karena satu infrastruktur dapat 
digunakan oleh selain instrumen pembayaran dari penerbit.
                                                            
176Sylke Febrina Laucereno, 2017, GPN, Sistem yang Bakal Bikin Biaya Transfer 
























Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis 
membuat kesimpulan bahwa implikasi yuridis penggunaan uang elektronik 
berbasis QRCode dengan menggunakan kanal pembayaran yang terhubung 
dengan switching asing terhadap syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 
1320 KUH Perdata tidak memenuhi syarat objektif yaitu kausa yang halal. 
Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang 
Elektronik bahwa, uang elektronik yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia 
hanya dapat ditransaksikan di Indonesia dengan menggunakan kanal 
pembayaran yang terhubung dengan GPN. Sehingga pada perjanjian tersebut 
berakibat batal demi hukum atau perjanjian tersebut tidak dilindungi oleh 
hukum. Sehingga bagi uang elektronik asing yang ditransaksikan di Indonesia 
dengan tidak terhubung GPN apabila terjadi suatu hal yang dapat merugikan 
para pihak yang melakukan perjanjian menjadi tidak memiliki kekuatan 
hukum.  
Bagi pihak asing yang melakukan kerjasama dengan Bank dalam negeri 
dengan tidak terhubung GPN, yang wajib dilakukan dengan cara menjadi 
anggota pada minimal 2 (dua) lembaga switching domestik yang telah 
memperoleh lisensi GPN dari Bank Indonesia. Apabila ketentuan tersebut 
tidak terpenuhi maka penerbit uang elektronik tersebut dikenai sanksi 
administratif berdasarkanPasal 42 PBI Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang 





















a. Teguran tertulis 
b. Denda; dan/atau 




1. Bagi Bank Indonesia 
Seiring perkembangan teknologi dan meningkatnya transaksi 
menggunakan uang elektronik server-basedmenjadi peluang efisiensi 
pemberlakuan GPN, sehingga perlu adanya interkoneksi lembaga 
switching dan interoperabilitas instrumen pembayaran yang dapat 
dilakukan dengan implementasi GPN pada ekosistem uang elektronik 
server-based. Bank Indonesia juga perlu mempromosikan penerapan 
standar internasional dan bekerjasama dengan mitra industri sistem 
pembayaran asing untuk mengatasi tantangan hubungan transaksi lintas 
batas (cross-bordere). 
2. Bagi Para Pelaku Bisnis (merchant) 
Para pelaku bisnis khususnya merchant-merchant yang belum 
menggunakan alat pembayaran non tunai khususnya uang elektronik, 
untuk mulai menggunakan uang elektronik. Penggunaan uang elektronik 
tidak hanya pada pusat perbelanjaan modern tetapi juga bagi toko-toko 
kelontong agar penggunaan uang elektronik dapat menjangkau semua 
kalangan. 
3. Bagi masyarakat  
Masyarakat yang belum menggunakan uang elektronik diharapkan mulai 
menggunakan uang elektronik, karena penggunaannya yang lebih cepat 





















pembayaran juga dapat mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) 
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